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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KABUPATEN NATUNA
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KABUPATEN NATUNA

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KABUPATEN NATUNA,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja di Lingkungan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna
yang optimal, diperlukan Standar Operasional Prosedur
penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupatan Natuna tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4880);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5170);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
227);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5613);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Administrasi Pemerintah di Lingkungan Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 649);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
67/PEMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan
Kelembagaan Petani;

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor
16);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2012 tentang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 34);

14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 87).

MEMUTUSKAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Dinas
Ketahanan Pangan dan  Pertanian Kabupaten Natuna
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna,
sebagaimana pada Diktum KESATU meliputi:

I. SEKRETARIAT:

SOP Pengelolaan Surat Masuk;

SOP Pengelolaan Surat Keluar;

SOP Permohonan SPPD;

SOP Penyusunan DUK PNS;

SOP Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB);

SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat;

SOP Pengajuan cuti;

SOP Pengelolaan Pelayanan Umum dan legalisasi

lainnya;

9. SOP Penerbitan SPP TU;

10. SOP Penerbitan SPP GU;

11. SOP Penyusunan SPJ TU;

12. SOP Penerbitan SPP GU Nihil atas TU;

13. SOP Penerbitan SPP LS Gaji dan Tunjangan

14. SOP Penerbitan SPM LS Barang dan Jasa

15. SOP Penerbitan SPM UP/GU dan TU

16. SOP PenyusunanLaporanRKA/DPA/DPPA;

17. SOP Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) SKPD;

18. SOP Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);

19. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKJIP);

20. SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)Bupati;

21. SOP Penerbitan SPP GU Nihil;

22. SOP Pembuatan Laporan Inventaris Barang;

23. SOP Pembuatan Laporan Inventaris Ruangan;

24. SOP Pembuatan Kartu Inventaris Barang;

25. SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD;

26. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)SKPD;

27. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
(LRFK);

28. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas KInerja Instansi
Pemerintah (LAKIP);

29. SOP Penyusunan Laporan Tahunan;
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KETIGA

II. BIDANG KETAHANAN PANGAN:

1.

2.

3.

10.

SOP Pelaksanaan Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari
(P2L);

SOP Pembuatan SK Peserta Lomba Makanan Beragam,
Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);

SOP  Analisis Kerawanan Pangan dan  Sistem
Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG);

SOP Analisis Ketersediaan Neraca Bahan Makanan
(NBM);

SOP Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)
versi bottom up;

SOP Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)
versi top down;

SOP Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat;

SOP Pembinaan Lumbung Pangan Masyarakat;

SOP Pelaksanaan CPCL Pekarangan Pangan Lestari
(P2L);

SOP RKKA Kelompok CPCL Pekarangan Pangan Lestari
(P2L) APBN.

III. BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:

1.

SOP Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan
Pengeluaran Hewan;

SOP Surat Keterangan Kesehatan Hewan;

SOP Surat Keterangan Pengeluaran Produk dan Pangan
Asal Hewan;

SOP Surat Keterangan Pemasukan Produk dan Pangan
Asal Hewan;

SOP Surat Keterangan Pemasukan Ternak;

SOP Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan;

SOP Inseminasi Buatan (IB), PKB dan ATR.

IV. BIDANG PERKEBUNAN:

1.

2.

3.

4.

SOP Surat Pengantar Penangkar Benih/Bibit
Perkebunan;

SOP Surat Keterangan Membawa Tanaman dan Hasil
Perkebunan;

SOP Distribusi Bibit Tanaman Perkebunan (Karet,
Cengkeh dan Kelapa);

SOP Distribusi Benih Kebun Induk (Karet dan Cengkeh).

V. BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA:

1.
2.

SOP Tanda Daftar Usaha Tanaman Pangan;
SOP Tanda Daftar Usaha Budidaya Hortikultura.

VI. BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN:

1.
2.

SOP Jasa Pelayanan Alat Mesin Pertanian (Alsintan);
SOP Pembentukan Kelembagaan Petani.

Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada
Diktum KEDUA di atas merupakan pedoman pelaksanaan tugas
bagi para pejabat pelaksana administrasi di Lingkungan Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna.



KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan
dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan

sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Ranai

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Cq. Kepala Bagian Organisasi Setda
Kabupaten Natuna;

2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NOMOR SOP

: 001/SOP/DKPP/II/2022

TGL.PEMBUATAN

. 14 Februari 2022

TGL REVISI
TGL EFEKTIF : 14 Februari 2022
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NAMA SOP

PENGELOLAAN SURAT MASUK

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Naskah Dinas di | 1. Memahami tugas dan fungsi pengadministrasian umum dan penata usaha
Lingkungan Pemerintah Daerah. pimpinan
2. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan | 2. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah | 3. Memahami tugas dan fungsi kepegawaian
Kabupaten Natuna 4. Menguasai pengoperasian computer
5. Mengetahui aturan dan regulasi persuratan, kode, nomor surat
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Peraturan tentang kepegawaian
2. Lembaran kerja
3. Cap stempel/buku agenda surat
4. Komputer/printer/kertas
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila penanganan surat masuk tidak teratur dan rapi maka semua aktivitas
perkantoran akan mengalami keterlambatan, pengurangan TPP, kinerja instansi
menurun

Disimpan sebagai dokumen surat masuk




SOP:

PENGELOLAAN SURAT MASUK

Pelaksana
No XY FU Umum Sekretari Kasubbag kelengkapan | waktu output Keterangan
dan ars Kadis Umum dan Sekretaris/kabid
. Kadis .
Kepegawaian Kepegawaian
Menerima Surat Masuk serta
memberikan lembaran
diposisi dan kemudian Buku agenda
1 menyerahkan kepada - Surat Masuk 5menit | Surat Masuk
fungsional umum untuk Disposisi, ATK
disrahkan kepada sekretaris
kadis
Menyerahkan surat kepada v .| Surat Masuk,
2 Kadis - Surat Masuk 3 menit Disposisi
Membaca dan memahami isi
surat dan kemudian
menuliskan instruksi pada R -
3 lembaran disposisi yang - ’\DA'aSgSE'S' Surat ﬁ?enit I\D/IEESI?S Surat
ditujukan kepada
Sekretaris/Kabid melalui
Sekretaris Dinas
Menyerahkan Disposisi
kepada FU Umum dan | < Disposisi Surat .| Disposisi Surat
4 Kepegawaian untuk 17 - Masuk 1 menit Masuk
diserahkan kepada Kasubbag
Umum dan Kepegawaian
Menyerahkan disposisi L L
5 kepada Kasubbag Umum dan - ,\DAI;'ESEISI Surat 3 menit I\DAEESI?SI Surat
Kepegawaian untuk diketahui
Menyerahkan kembali surat
masuk yang sudah didisposisi v
6 kepada FU Umum dan Disposisi Surat 1 menit Disposisi Surat
Kepegawaian untuk - Masuk Masuk
diserahkan kepada
Sekretaris/Kabid
Menyerahkan surat masuk
7 kepada Sekretaris/Kabid Disposisi Surat 3 menit Disposisi Surat
untuk menindaklanjuti - Masuk Masuk
instruksi pada disposisi
Menindaklanjuti surat masuk
8 yang sudah didisposisi dan Disposisi Surat 10 Disposisi Surat
menyerahkan surat kepada - Masuk menit Masuk
FU Umum dan Kepegawaian
untuk diarsipkan
9 Diarsipkan - Surat Masuk 2menit | Arsip




PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NOMOR SOP : 001/SOP/DKPP/II/2022

TGL.PEMBUATAN : 14 Februari 2022

TGL REVISI

TGL EFEKTIF : 14 Februagi 2022
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NAMA SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

2. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah
Kabupaten Natuna

Mengetahui tugas dan fungsi pengadministrasian umum dan penata usaha pimpinan
Mengetahui tugas dan fungsi jabatan

Mengetahui penggunaan perangkat komputer

Mengetahui aturan dan regulasi persuratan, kode, nomor surat

Mengetahui tata naskah dinas

agrwNE

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Komputer, ATK

Buku agenda, Buku ekspedisi

Buku aturan kepegawaian

Cap stempel, buku naskah dinas, tata naskah dinas

NN

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila penanganan surat masuk tidak teratur dan rapi maka semua aktivitas
perkantoran akan mengalami keterlambatan, pengurangan TPP, kinerja instansi
menurun

Disimpan sebagai dokumen surat keluar




SOP: PENGELOLAAN SURAT KELUAR

No

Kegiatan

Pelaksana

Kasubbag
Umum dan
Kepegawaian

Kadis

FU Umum
dan
Kepegawaian

Sekretaris/Kabid

Petugas
Pengantar Surat

Mutu Baku

kelengkapan

waktu

output

Keterangan

Memerintahkan kepada Kasi
dana tau Kasubbag untuk
membalas surat

Laporan Surat
Keluar

1 menit

Berkas Surat
Keluar

Membuat konsep surat dan
memerintahkan kepada
fungsional umum untuk
mengetik surat

Berkas Surat
Keluar

1 menit

Berkas Surat
Keluar

Mengetik surat dan
menyerahkan kepada
Kasubbag Umum dan
Kepegawaian

Berkas Surat
Keluar

30
menit

Berkas Surat
Keluar

Menyerahkan draft surat
kepada sekretaris untuk
diparaf

]
—
—

Berkas Surat
Keluar

2 menit

Berkas Surat
Keluar

Memeriksa draft surat. Bila
disetujui, maka diparaf dan
diserahkan kepada FU Umum
dan Kepegawaian untuk
diserahkan kepada Kadis.
Apabila tidak disetujui maka
dikembalikan kepada
Kasubbag Umum dan
Kepegawaian untuk diperbaiki

Berkas Surat
Keluar

5 menit

Berkas Surat
Keluar

Menyerahkan kepada Kadis
untuk ditandatangani

Berkas Surat
Keluar

1 menit

Berkas Surat
Keluar

Memeriksa draft surat. Bila
disetujui maka ditandatangani
dan menyerahkan kepada
Kasubbag Umum dan
Kepegwaian untuk dikirim.
Apabila tidak disetujui maka
dikembalikan kepada
Sekretaris untuk diperbaiki

Berkas Surat
Keluar

30
menit

Berkas Surat
Keluar

Menyerahkan surat kepada
FU untuk memberikan nomor
surat, menggandakan dan
memberikan stempel serta
mendekomentasikan

Berkas Surat
Keluar

1 menit

Berkas Surat
Keluar

Mendekomentasikan surat
dan menyerahkan surat yang
sudah digandakan dan diberi
stempel kepada Kasubbag
Umum dan Kepegawaian

Berkas Surat
Keluar

5 menit

Berkas Surat
Keluar




Memerintahkan kepada
petugas pengantar surat

untuk mengantar surat ke Berkas Surat . Berkas Surat,
10 . 1 menit Buku
alamat tujuan surat dengan Keluar Ekspedisi
membawa buku ekspedisi P
surat
Mengantar surat dan meminta
paraf, penerima surat pada A
11| buku ekspedisi kepada Berkas Surat . Buku
Keluar, Buku 1 hari -
Kasubbag Umum dan - Ekspedisi
) L ekspedisi
Kepegawaian untuk diperiksa
kebenarannya
12 Memeriksa buku ekspedisi <
Buku ekspedisi 1 menit Buku

Ekspedisi




PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NOMOR SOP . 003/SOP/DKPP/II/2022

TGL.PEMBUATAN ' 14 Februari 2022

TGL REVISI
TGL EFEKTIF : 14 Februari 2022
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NAMA SOP PERMOHONAN SPPD

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah
Kabupaten Natuna

1. Mampu membuat/mengetik naskah dinas
2. Memahami tata naskah dinas sesuai ketentuan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar
2. SOP Pengelolaan Surat Masuk

Komputer, ATK

Format SPPD

Buku aturan kepegawaian

Cap stempel, buku naskah dinas, tata naskah dinas

Awn P

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Penerbitan SPPD dilaksanakan dengan kebutuhan operasional dinas dan efisiensi

1. Disposisi surat masuk dan undangannya
2. SPPD yang sudah divisum oleh instansi/lembaga yang didatangi
3. Laporan perjalanan dinas




SOP: PERMOHONAN SPPD

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Kasubbag
B e Umum dan Sekretaris Kepala Dinas Pemohon NG EURED
SPPD Kepegawaian kelengkapan | waktu output
1 | Pengajuan berkas Berkas Berkas Surat
permohonan SPPD - perrsng'r;%nan 5 menit Keluar
2 Sekretaris membaca dan v
meneliti serta memberi Berkas
disposisi kepada pgir;lsophoosril;n 5 menit Ber&zlsuirurat
Easubbag pmum dan Kepala Dinas
epegawaian
3 Kasubbag pmum dan. Berkas
Kepegawaian memeriksa permohonan 10 Berkas Surat
dan berkoordinasi dengan didisposisi menit Keluar
petugas SPPD. Sekretaris
Petugas SPPD | Berkas
4 | menyiapkan SPPD permohonan
beserta kelengkapannya ditiﬁtliaaas:dbat? 10't Ber&als Surat
. ubbag | meni eluar
untu diserahkan kepada
Umum dan
pemohon. Kepegawaian
SPPD dan SPPD dan
5 kelengkapannya kelengkapannya
> . . Berkas Surat
diserahkan '- siap uniuk 5 ment Keluar
kepad diserahkan kpd
epadapemohon. pemohon




PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NOMOR SOP : 004/SOP/DKPP/II/2022

TGL.PEMBUATAN ' 14 Februari 2022

TGL REVISI

TGL EFEKTIF

: 14 Februari 2022
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NAMA SOP

PENYUSUNAN DUK PNS

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

2. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna

1. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan

2. Memahami tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten
Natuna

3. Memahami aturan-aturan kepegawaian

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pengentri data

Lembaran kerja

Komputer, ATK

Buku Agenda, Buku ekspedisi

Buku aturan kepegawaian

Cap stempel, buku naskah dinas, tata naskah dinas

aronE

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila DUK tidak berjalan denagn baik maka semua urusan kepegawaian baik
kenaikan pangkat dan lain-lain akan terhambat dan mengalami keterlambatan

Disimpan sebagai dokumen atau bahan laporan pengadministrasian kepegawaian




SOP: PENYUSUNAN DUK PNS

Pelaksana
N Kegiatan Kasubbag FU Umum Mutu Baku
(o] . Keterangan
Umum dan dan Sekretaris kelenakapan waktu output
Kepegawaian | Kepegawaian gKap p
; : Data
Memerintahkan Fungsional Umum untuk .
! mengumpulkan dan kepangkatan PNS - Data Kepangkatan | 2 ment Kegiasngkgtgn,
posisi
2 Mengumpulkan data kepangkatan PNS dan _ Konsep DUK,
menyerahkan kepada Kasubbag Umum dan Datagizgggi%:(atan 2 hari data
Kepegawaian kepangkatan
¥
3 Menyusun konsep DUK PNS dan menyerahkan - Konsep DUK, data )
kepada Sekretaris untuk dikoreksi dan diparaf kepangkatan 2 hari Konsep DUK
Memeriksa konsep DUK. Apabila disetujui maka
diparaf untuk disampaikan kepada Kadis. Apabila
4 tidak disetujui,maka dikembalikan kepada Konsep DUK m?e?ﬂt Konsep DUK
Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk
diperbaiki
Memeriksa konsep DUK. Apabila disetujui, maka
ditanda tangani untuk disahkan kepada Sekretaris. 30
5 Apabila tidak setuju, maka dikembalikan kepada Konsep DUK menit DUKPNS
Sekretaris untuk diperbaiki
Menyerahkan DUK PNS kepada Kasubbag Umum P
6 | danKepegawaian l -‘ DUK PNS
Menyerahkan DUK PNS kepada Fungsional Umum
7 untuk publikasikan kepada PNS dan - DUK PNS
mengarsipkannya
8 Mempublikasikan DUK PNS dan mengarsipkannya * DUK PNS
9 Mengarsipkan DUK




PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NOMOR SOP : 005/SOP/DKPP/II/2022

TGL.PEMBUATAN : 14 Februari 2022

TGL REVISI
TGL EFEKTIF . 14 Februari 2022
1 N
DISAHKAN OLEH &bi ap Pangan dan Pertanian
< n Natun
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< m
a“ DINAS KET) PA
DAN PERTA
*
@ GSIH, &E., M.Si
0424 199703 2 001
PENGUSULAN KENAIKAN GAJl

AMA SOP BERKALA (KGB)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

2. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna

1. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan

2. Memahami tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten
Natuna

3. Memahami aturan-aturan kepegawaian

4. Mengetahui tata cara penghitungan gaji

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Lembaran kerja

Komputer , ATK

Buku Agenda, Buku ekspedisi

Buku aturan kepegawaian

Cap stempel, buku naskah dinas, tata naskah dinas

PNEN e

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pelaksanaan pembuatan gaji berkala tidak berjalan dengan baik maka
penerimaan gaji pegawai akan terhambat sehingga akan berpengaruh terhadap
kinerja pegawai

Disimpan sebagai dokumen atau bahan laporan pengadministrasian kepegawaian




SOP: PENGUSULAN KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB)

: Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubbag : : FU. Keterangan
Umum dan PNS Sekretaris Kadis Analis kelengkapan Waktu output
Kepegawaian TU
Memberitahukan kepada PNS yang sampai masa Data
1 kenaikan gaji berkalanya untuk melengkapi q Data DUK 2 menit Kepangkatan,
berkas usulan kenaikan pangkat Disposisi
i Berkas usulan
2 Melengkapi berkas dan menyerahkan kepada . . Berkas usulan KGB yang
Kasubbag Umum dan Kepegawaian ! = Pemberitahuan 5 menit KGB sudah lengkap
Memeriksa berkas. Apabila berkas dinyatakan
lengkap maka diproses dan diserahkan kepada Y
3 | Sekretaris untuk diparaf. Apabila tidak lengkap ‘ Berkas usulan 5 menit Berkas usulan
) . . KGB KGB
maka dikembalikan kepada pegawai yang
bersangkutan
Memeriksa berkas usulan kenaikan gaji berkala.
Apabila dinyatakan layak dan lengkap maka >
4 diparaf dan diserahkan kepada Kadis untuk Berkas usulan 4 menit Berkas usulan
ditandatangani. Apabila tidak layak dan tidak KGB KGB
lengkap maka dikembalikan kepada Kasubbag 4
Umum dan Kepegawaian untuk dilengkapi.
Memeriksa berkas. Apabila lengkap dan
memenuhi syarat maka ditandatangani dan
diserahkan kepada Kasubbag Umum dan v
5 Kepegawaian untuk ditindaklanjuti ke BPKPD. ’ Berkas usulan 4 menit Berkas usulan
Apabila tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat KGB KGB
maka dikembalikan kepada Sekretaris untuk
dilengkapi
Memerintahkan FU Analis TU untuk mengirimkan ‘
6 berkas Kenaikan Gaji Berkala ke BPKPD dan ‘ Berkas usulan 2 menit Berkas
mengarsipkannya KGB KGB,disposisi
Mengirimkan ke BPKPD dan mengarsipkan A Berkas . S.Udah .
7 ) . . . - 2 menit Berkas KGB disampaikan
Salinan berkas Kenaikan Gaji Berkala — KGB,disposisi BPKPD
8 Mengarsipkan ‘ Berkas KGB 1 menit Arsip




PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NOMOR SOP . 006/SOP/DKPP/I11/2022

TGL.PEMBUATAN . 14 Februari 2022

TGL REVISI
TGL EFEKTIF . 14 Februari 2022
DISAHKAN OLEH gﬁ ap Pangan dan Pertanian
< n Natun

& A\

W fn PA m
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t
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0424 199703 2 001

NAMA SOP PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

2. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna

1. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan

2. Memahami tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten
Natuna

3. Memahami aturan-aturan kepegawaian

4. Mengetahui tata cara administrasi dan peraturan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Lembaran kerja

Komputer, ATK

Peraturan tentang Kepegawaian

Buku aturan kepegawaian

Cap stempel, buku naskah dinas, tata naskah dinas

agpwNE

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pelaksanaan kenaikan pangkat tidak berjalan dengan baik maka DUK
pegawai tidak tersusun dengan benar sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja
pegawai

Dicatat dan didata sebagai dokumen atau bahan laporan pengadministrasian
kepegawaian




SOP: PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT

No

Kegiatan

Pelaksana

Kasubba
g Umum
dan
Kepegaw
aian

PNS

Sekretaris

Kadis

FU Umum
dan
Kepegawaian

Caraka

Mutu Baku

kelengkapan | waktu

output

Keterangan

Memberitahukan kepada PNS
yang sampai masa kenaikan
pangkat untuk melengkapi berkas
usulan kenaikan pangkat

Data pegawai 5 menit

Pemberitahuan

Melengkapi berkas dan
menyerahkan kepada Kasubbag
Umum dan Kepegawaian

Pemberitahuan 2 hari

Berkas kenaikan
pangkat

Memeriksa  berkas.  Apabila
berkas dinyatakan lengkap maka
diproses dan diserahkan kepada
Sekretaris untuk diparaf. Apabila
tidak lengkap maka dikembalikan
kepada pegawai yang
bersangkutan

-

Berkas kenaikan

pangkat 2 menit

Berkas usulan
Kenaikan
pangkat

Memeriksa ~ berkas  usulan
kenaikan  pangkat.  Apabila
dinyatakan layak dan lengkap
maka diparaf dan diserahkan
kepada Kadis untuk
ditandatangani.  Apabila tidak
layak dan tidak lengkap maka
dikembalikan kepada Kasubbag
Umum dan Kepegawaian untuk
dilengkapi.

Berkas kenaikan

pangkat, ATK 2 menit

Berkas usulan
Kenaikan
pangkat

Memeriksa berkas. Apabila
lengkap dan memenuhi syarat
maka ditandatangani dan
diserahkan kepada Kasubbag
Umum dan Kepegawaian untuk
ditindaklanjuti ke BKPSDM.
Apabila tidak lengkap dan tidak
memenuhi syarat maka
dikembalikan kepada Sekretaris
untuk dilengkapi

Berkas kenaikan

pangkat 2 menit

Berkas usulan
Kenaikan
pangkat




Menerima berkas usulan
kenaikan pangkat yang sudah
ditandatangani Kadis selanjutnya

Berkas usulan

memerintahkan FU Umum dan Berkas kenaikan . Kenaikan
. . 3 menit
Kepegawaian untuk memberi pangkat pangkat,
nomor, menggandakan, memberi disposisi
cap Dinas, mengagendakan
sebelum dikirim.
Memberikan nomor, Sudah
menggandakan, memberi cap _ Salinan disampaikan
Dinas, mengagendakan dan Berkas "e."a'ka.". 2 menit Kenaikan BKPSDM
. pangkat,disposisi

memberikan kepada caraka pangkat
untuk dikirim ke BKPSDM
Mengirimkan berkas usulan v .
kenaikan pangkat ke BKPSDM Salinan _berkas . Berkas gsulan

) Kenaikan 1 hari Kenaikan
dan mengarsipkan berkas pangkat pangkat
kenaikan pangkat
Mengarsipkan 6 Berkas usulan

kenaikan 2 menit Arsip

pangkat




PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NOMOR SOP 1 007/SOP/DKPP/11/2022

TGL.PEMBUATAN . 14 Februari 2022

TGL REVISI

TGL EFEKTIF . 14 Februari 2022

DISAHKAN OLEH pala\Di w anap Pangan dan Pertanian

\ B¢

palen Natung
A
m

A
INAS KETAHA ‘@‘74
DANPERTANG 1\

NAMA SOP PENGAJUAN CUTI

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Naskah Dinas di Lingkungan | 1. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan
Pemerintah Daerah. 2. Memahami tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten
2. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Natuna
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna 3. Memahami aturan-aturan kepegawaian
4. Mengetahui tata cara administrasi dan peraturan
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Lembaran kerja
2. Komputer, ATK
3. Peraturan tentang Kepegawaian
4. Cap stempel, buku naskah dinas, tata naskah dinas
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pelaksanaan kenaikan pangkat tidak berjalan dengan baik akan
berpengaruh terhadap kinerja pegawai

Dicatat dan didata sebagai dokumen atau bahan laporan pengadministrasian
kepegawaian




SOP: PENGAJUAN CUTI

Pelaksana Mutu Bak
No heglad Petugas KEs ey e Keterangan
Kepegawaian Umum dan Sekretaris Kadis BKPSDM kelengkapan | waktu output g
Kepegawaian
Menyerahkan blanko cuti kepada
1 | pegawai yang mengajukan cuti dan Surat .| Blanko cuti yang
menerima kembali blanko yang - permc(:ﬂi(man 30 menit sudah diisi
telah terisi
9 Menerima dan meneliti blanko cuti v
yang sudah diisi dan Blanko cuti yang 20 ment D:iaft surat th
memerintahkan staf untuk sudah diisi © o yji?(?li’ﬁu @
mengetik Surat Izin Cuti A
3 Mengajukan paraf kepada Draft surat izin Draft surat izin
Sekretaris ’ cuti yang sudah 10 menit cuti yang sudah
diteliti diparaf
L
4 Mengajukan kepada Kepala Dinas Dr_aft surat izin . Drgft surat izin
untuk mendapatkan tanda tangan cuti yang sudah 10 menit cuti yang sudah
diparaf ditandatangani
5 Melegalisasi dengan memberikan Draft surat izin C[l)J:iaft snurat iginh
stempel serta mencatat di Buku - cuti yang sudah | 10 menit dib}:r‘i t%lsga:
Agenda ditandatangani nomor surat
7 Draft surat izin
Mengirimkan ke BKPSDM cuti yang sudah . .
g S - diberi tgl dan | O Mt Arsip
nomor surat




PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NOMOR SOP . 008/SOP/DKPP/11/2022

TGL.PEMBUATAN : 14 Februari 2022

TGL REVISI

TGL EFEKTIF . 14 Februari 2022

DISAHKAN OLEH

ahanap Pangan dan Pertanian

“ en Natung
INAS KETAHA ‘@'
DAN PERTANGA 1\

PENGELOLAAN PELAYANAN
DAN LEGALISASI LAINNYA

NAMA SOP UMUM

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Permendagri Nomor

54 Tahun 2009 Tentang Naskah Dinas di

Lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Peraturan Bupati

Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah

Kabupaten Natuna

1. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan

2. Memahami tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten
Natuna

3. Memahami aturan-aturan kepegawaian

4. Mengetahui tata cara administrasi dan peraturan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Buku Agenda

2. Komputer, ATK

3. Peraturan tentang Kepegawaian

4. Cap stempel, buku naskah dinas, tata naskah dinas

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan berpengaruh pada kinerja pegawai

Dicatat dan didata sebagai dokumen atau bahan laporan pengadministrasian

kepegawaian




SOP: PENANGANAN UMUM DAN LEGALISASI LAINNYA

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Kasubbag
No PF;FatLugr?esm Umum dan Sekretaris/Kabid PNS ybs kelengkapan waktu | output Keterangan
Y Kepegawaian
Menerima dan memeriksa berkas dari Dokumen yang dibawa .| Berkas yang akan
1 | PNS - oleh pemohon yang | Smenit | oo cag;
hendak dilegalisasi 9
i Blerkasl yang
2 | Meneliti dan mencocokkan berkas Berkas yang | dilegalisasi dan
dengan aslinya dilegalisasi Smenit | diteliti dan
9 Y 9 dicocokkan dengan
aslinya
) Berkas yang Berkas yang telah
3 | Mengajukan tanda tangan kepada dilegalisasi dan diteliti 10 dilegalisasi oleh
Sekretaris atau Kepala Bidang > dan dicocokkan menit | pejabat yang
1 dengan aslinya berwenang
I Berkas yang telah
L ) ‘ dilegalisasi oleh
Melegalisasi dengan memberikan Berkas yang telah pejabat yang
4 stempel serta mencatat di Buku d!?::tsa;oleh 5menit | berwenang dan
Agenda legalisasi E eer en ;’n 9 9 telah distempel dan
dicatat di buku
agenda
Berkas yang telah
Menyerahkan berkas yang telah L 4 dilegalisasi oleh Berkas yang telah
5| dieaisasepada pegova yng @D | | e | o
bersangkutan distempel dan dicatat bersangkutan
di buku agenda




PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NOMOR SOP : 009/SOP/DKPP/II/2022

TGL.PEMBUATAN : 14 Februari 2022

TGL REVISI

TGL EFEKTIF

. 14 Februari 2022

,

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP PENERBITAN SPP TU

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Daerah

2. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah
Kabupaten Natuna

Pedoman Teknis

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan system aplikasi
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3. Memiliki pengetahuan di bidang perbendaharaan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penerbitan SPM TU

1. Meja, kursi, computer, ATK, kalkulator
2. Aplikasi INFIS
3. SPD, DPA, Anggaran Kas

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Bendahara mengajukan SPP TU dengan ketentuan bahwa dana yang tersedia
tidak mencukupi untuk membiayai suatu kegiatan yang sifatnya mendesak

1. Data elektrik dan manual
2. Register SPP dan arsip SPP




SOP: PENERBITAN SPP TU

. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
o
PPTK PA/KPA PPTK Bendahara Kelengkapan Waktu Output
Membuat rincian kebutuhan belanja SPD Draft Rincian Kebutuh
yang sifatnya mendesak dimana uang 1 hari raft Rinctan fi& utuhan
1 . . DPA Belanja
yang tersedia tidak mencukupi
9 Menyampaikan rincian kebutuhan TU
kepadal PA/KPA untuk mendapat Draft Rincian Kebutuhan Belanja 1 hari Draft Rincian Kebutuhan
persetujuan TU
4
Memeriksa dan menyetujui rincian
kebutuh: TU d ki
3 ebutuhan an menugaskan Draft Rincian Kebutuhan TU 1 jam Rincian Kebutuhan TU
bendahara pengeluaran untuk
menerbitkan SPP TU
Menerbitkan Dokumen SPP TU beserta Surat Pengantar SPP TU
kelengkapannya dan membuat draft IRinlgkasan SPP TU,
surat pernyataan yang ditandatangani E”:C'a" SPPPTU' Surat
eterangan Pengajuan
pengguna anggaran/kuasa pengguna SPP TU, Surat Pemyataan
anggaran yang menyatakan uang yang v o . fentang Penggunaan
4 | diminta tidak digunakan  untuk - Rincian Kebutuhan TU 1jam Dana. Kartu Kendali
keperluan  selain tambahan uang Kegiatan, Laporan
persediaan kemudian diserahkan ke Penyerapan Anggaran,
PA/KPA untuk ditandatangani Laporan Saldo Kas
UP/GU, Salinan SPD,
Salinan DPA
Mengoreksi dan menyetujui SPP-TU v Surat Pengantar SPP TU
dan kelengkapannya kemudian Ringkasan SPP TU, Rincia_n SPP TU,
diserahkan kembali ke bendahara Sl{ltfjt };etertaggan Ptengaiuatn SPP 5
) - , Surat Pernyataan tentang
5 untuk diproses lebih lanjut Penggunaan Dana, Kartu Kendali menit Berkas SPP TU
Kegiatan, Laporan Penyerapan
Anggaran, Laporan Saldo Kas
UP/GU, Salinan SPD, Salinan DPA
Menerima SPP-TU yang telah \4
mendapat persetujuan PA dan - 15 o
6 | mencatatnya ke buku registrasi SPP menit | BukuRegistrasi SPPTU

TU




PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NOMOR SOP . 010/SOP/DKPP/I1I/2022

TGL.PEMBUATAN . 14 Februari 2022

TGL REVISI
14 Februari 2022
TGL EFEKTIF S
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< ten Natypa
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NAMA SOP PENERBITAN SPP GU

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Daerah

2. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan system aplikasi
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer
3. Memiliki pengetahuan di bidang perbendaharaan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penerbitan SPM GU

1. Meja, kursi, computer, ATK, kalkulator
2. Aplikasi INFIS
3. SPD, DPA, Anggaran Kas

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Bendahara mengajukan SPP TU dengan ketentuan bahwa dana yang tersedia tidak
mencukupi untuk membiayai suatu kegiatan yang sifatnya mendesak

1. Data elektrik dan manual
2. Register SPP dan Arsip SPP




SOP: PENERBITAN SPP GU

No | Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
PPTK PA/KPA PPTK Bendahara Kelengkapan Waktu Output
Membuat  rincian  kebutuhan SPD 1 hari Draft Rincian
1 belanja yang sifatnya mendesak DPA Kebutuhan Belanja
dimana uang yang tersedia tidak ( )
mencukupi
Menyampaikan rincian kebutuhan B Draft Rincian Kebutuhan 1 hari Draft Rincian
2 TU kepada PA/KPA untuk | 1 Belanja Kebutuhan TU
mendapat persetujuan v I
3 Memeriksa dan menyetujui rincian Draft Rincian Kebutuhan 1jam Rincian Kebutuhan
kebutuhan TU dan menugaskan /\ TU TU
bendahara pengeluaran untuk \/
menerbitkan SPP TU
Menerbitkan Dokumen SPP TU Rincian Kebutuhan TU 1jam Surat Pengantar SPP
4 beserta kelengkapannya dan TU
membuat draft surat pernyataan E:zgg‘sggﬁﬁ_ﬁfu
ang ditandatangani pengguna '
Z\nggaran/kuasa ’ Sengguna \ 4 Surat Keterangan
— Pengajuan SPP TU,
anggaran yang menyatakan uang I_:l Surat Pernyataan
yang diminta tidak digunakan A tentang Penggunaan
untuk keperluan selain tambahan Dana, Kartu Kendali
uang persediaan  kemudian Kegiatan, Laporan
diserahkan ke PA/KPA untuk Penyerapan
ditandatangani Anggaran, Laporan
Saldo Kas UP/GU,
Salinan SPD, Salinan
DPA
Mengoreksi dan menyetujui SPP- v Surat Pengantar SPP TU | 15 Berkas SPP TU
5 TU dan kelengkapannya Ringkasan SPP TU, menit
kemudian diserahkan kembali ke Eglgig:] ;;PPLL:‘;J;%?;
It;enrjlgtahara untuk diproses lebih SPP TU. Surat
Pernyataan tentang
Penggunaan Dana, Kartu
Kendali Kegiatan,
Laporan Penyerapan
Anggaran, Laporan Saldo
Kas UP/GU, Salinan
SPD, Salinan DPA
6 Menerima SPP-TU yang telah 15 Buku Registrasi SPP
menit TU

mendapat persetujuan PA dan
mencatatnya ke buku registrasi
SPP TU




PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NOMOR SOP . 011/SOP/DKPP/I11/2022

TGL.PEMBUATAN . 14 Februari 2022

TGL REVISI
TGL EFEKTIF . 14 Februagi 2022
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NAMA SOP PENYUSUNAN SPJ TU

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Daerah

2. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna

1. Memiliki kemampuan dalam menyusun SPJ
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer
3. Memiliki kemampuan dalam verifikasi

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penerbitan GU NIHIL Atas TU

1. Meja, kursi, computer, ATK, kalkulator

2. Kuitansi/nota

3. BKU, buku pembantu kas tunai, buku pambantu bank, buku rekap pengeluaran
per rekening, buku pembantu pajak dan kartu kendali

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Penggunaan Dana TU harus dipertanggungjawabkan paling lambat 30 hari kerja
dan apabila terdapat sisa dana TU harus disetor ke Kas Daerah

1. Data elektrik dan manual
2. Arsip SPJ




SOP: PENYUSUNAN SPJ TU

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan PPK Keterangan
Bendahara SKPD PA/KPA Kelengkapan Waktu Output
l;/lekr:}na;:kan Zuktl _t;ljlanja atas penggunaan dana TU dan \DP TU o Bukt Belanja
1 ukli setoran dana Bukti Setoran
Membuat laporan pertanggungjawaban dana TU dan SPJ Setiap Kegiatan, Buku
2 menyampaikan ke PPK Kas Umum, Ringkasan
< pengeluaran per rincian obyek
Bukti Belanja . disertai _buktl-buktl yang sah,
Bukii Setoran 1 hari Bukti atas penygtorap
PPN/PPh, Registrasi
Penutupan Kas, Register
Penolakan SPJ, Register
Penerimaan SPJ
3 Melakukan verifikasi SPJ Pengeluaran dan membuat surat SPJ Setiap Kegiatan, Buku
pengesahan SPJ atau surat penolakan SPJ, setelah Kas Umum, Ringkasan
diparaffverifikasi  kemudian diserahkan ke PA untuk ) pengeluaran per rincian obyek SPJ TU yang sudah
ditandatangani/disahkan disertai bukti-bukti yang sah, diverifikasi
Bukti atas penyetoran 2 hari .
o Surat Pengesahan SPJ, Surat
PPN/PPh, Registrasi
. Penolakan SPJ
Penutupan Kas, Register
Penolakan SPJ, Register
Penerimaan SPJ
Memeriksa  mengesahkan ~ SPJ  Pengeluaran  dan
4 menyampaikan surat pengesahan SPJ kepada bendahara
pengeluaran melalui PPK. SPJ Pengeluaran dan Surat
Pengesahan SPJ dicatat dalam Registrasi Pengesahan SPJ
yang ada pada PPK. SPJ TU yang sudah
Jika ditolak, PA mengesahkan surat penolakan untuk SPJ ;‘ diverifikasi, 1jam Surat Pengesahan SPJ
kemudian melalui PPK-OPD, surat penolakan dengan SPJ Surat Pengesahan SPJ, Surat Surat Penolakan SPJ
Pengeluaran tersebut diserahkan kepada Bendahara Penolakan SPJ
Pengeluaran agar dilakukan perbaikan atas SPJ yang telah
diajukan
Menerima Surat Pengesahan SPJ atau Surat penolakan SPJ
5 dari PA melalui PPK setelah registrasi dicatat PPK. Surat P han SPJ
Kemudian Bendahara pengeluaran menggandakan surat urat F engesanan 1 jam Dokumen SPJ
Surat Penolakan SPJ

pengesahan tersebut dan dokumen SPJ pengeluaran untuk
dijadikan dasar pengajuan SPP-TU




PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NOMOR SOP . 012/SOP/DKPP/II/2022

TGL.PEMBUATAN ' 14 Februari 2022

TGL REVISI

TGL EFEKTIF
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NAMA SOP PENERBITAN SPP GU NIHIL ATAS TU

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Daerah

2. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan system aplikasi
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penerbitan GU NIHIL Atas TU

1. Meja, kursi, computer, ATK, kalkulator
2. SPPTU

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

SPP GU NIHIL diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran paling lambat 30 hari sejak
tanggal 30 hari terhitung setelah SP2D diterbitkan oleh Kuasa BUD

1. Data elektrik dan manual
2. Arsip SPJ
3. Register SPP.




SOP: PENERBITAN SPP GU NIHIL ATAS TU

. Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Bendahara PA/KPA Kelengkapan Waktu Output
Surat Pengantar SPP GU Nihil atas
Membuat SPP GU Nihil atas TU dengan TU, Ringkasan SPP GU Nihil atas
mempertimbangkan dokumen SPD, DPA, Surat SPD, DPA TU, Rincian SPP GU Nihil atas TU
1 | pengesahan belanja, SSPB, dan bukti setoran Surat Pengesahan Belanja TU Surat Pernyataan tfntang
pengembalian dana UP dan menerbitkan Dokumen ‘ SSPB dan Bukti Setor atas dana TU 1jam penggunaan dana, Laporan
SPP GU Nihil atas TU jika telah hi kriteri ke Kas Daerah Pertanggungjawaban TU , Laporan
\ jika telah memenuhi kriteria Saldo Kas TU, Surat
dan menyiapkan surat pernyataan pengguna Pertanggungjawaban Belanja
anggaran tentang penggunaan dana. (SPTJB), Laporan Penyerapan
Anggaran
Surat Pengantar SPP GU Nihil atas
TU, Ringkasan SPP GU Nihil atas
Menganalisa dan memberikan persetujuan. Berkas :‘ TU, Rincian SPP GU Nihil atas TU S .
o | SPP yang disetujui diserahkan ke Bendahara untuk pzz;agtuzzg‘g’zg’r?: tf:;irr]gn Telj)r;ecr'\“;gglgk;j;:zr;gg:p::?anr?anl
glcztat ialar; rig|stgrpt'iban dlprtgdse; éé.lhatp.b?”kumya' Pertanggungjawaban TU , Laporan 1jam menjadi berkas SPP GU Nihil atas
.e angkan berkas yang i a. Ise IUJIU' Saldo Kas TU, Surat TU berserta kelengkapannya
diserahkan ke Bendahara untuk diperbaiki Pertanggungjawaban Belanja
(SPTJB), Laporan Penyerapan
Anggaran
\4
Telah diverifikasi dan ditandatangani
Menerima dan mencatat ke buku register SPP atas - oleh pengguna anggaran dan 30 .
3| s yang sudah disetujui. menjad?be?l?as SPP GU N atas | ment Berkas SPP GU Ninil atas TU
TU berserta kelengkapannya




PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
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NAMA SOP PENERBITAN SPP LS GAJl DAN
TUNJANGAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Daerah

3. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan system aplikasi
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer
3. Memiliki pengetahuan di bidang perbendaharaan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Penerbitan SPM LS Gaji dan Tunjangan

1. Meja, kursi, computer, ATK, kalkulator
2. DPA

3. SPD

4. Anggaran Kas

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Penerbitan gaji dan tunjangan harus sessuai dengan amprah yang telah diterbitkan

1. Data elektrik dan manual
2. Arsip SPP




SOP: PENERBITAN SPP LS GAJI DAN TUNJANGAN

: Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Bendahara PA/KPA Kelengkapan Waktu Output
SPD 1jam Surat Pengantar SPP GU Nihil 1 (satu) rangkap diarsipkan
DPA atas TU, Ringkasan SPP GU Nihil bendahara peangeluaran dan 1
Amprah gaji dan tunjangan atas TU, Rincian SPP GU Nihil (satu) rangkap disampaikan ke
) atas TU Surat Pernyataan tentang PPK OPD untuk penerbitan SPM
Membuat dan menerbitkan dokumen penggunaan dana, Laporan
1 SPP LS-GT dan menyiapkan surat Pertanggungjawaban TU , Laporan

pernyataan pengguna anggaran tentang Saldo Kas TU, Surat

pengguna dana dan menyampaikan ke Pertanggungjawaban Belanja

PA/KPA (SPTJB), Laporan Penyerapan

Anggaran
Surat Pengantar SPP LS-GT 1jam Telah diverifikasi dan
Ringkasan SPP LS-GT Rincian ditandatangani oleh pengguna
) . b4 SPP LS-GT anggaran dan menjadi berkas SPP
Mengoreksi dan menyetujui dokumen Surat Pemnyataan tentang GU Nihil atas TU berserta
SPP LS-GT dan menyerahkan ke penggunaan dana, Surat kelengkapannya
2 bendahara untuk dicatat dalam buku Pertanggungjawaban Belanja

register untuk dokumen yang tidak (SPTJB),

disetujui PA menyerahkan kepada SPD

Bendahara untuk diperbaiki. DPA . .
Amprah gaji dan tunjangan
Telah diverifikasi dan 30 Berkas SPP GU Nihil atas TU 1 (satu) rangkap diarsipkan
ditandatangani oleh pengguna menit bendahara peangeluaran dan 1
anggaran dan menjadi berkas (satu) rangkap disampaikan ke

“ SPP GU Nihil atas TU berserta PPK OPD untuk penerbitan SPM
3 | Menerima dan mencatat ke buku register kelengkapannya

SPP.




PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NOMOR SOP . 014/SOP/DKPP/II/2022
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NAMA SOP PENERBITAN SPM LS BARANG DAN JASA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Daerah

3.  Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan system aplikasi
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer
3. Memiliki pengetahuan di bidang perbendaharaan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Penerbitan SPM LS Barang dan Jasa

. Meja, kursi, computer, ATK, kalkulator
. DPA

. SPD

. Anggaran Kas

. Kontrak beserta kelengkapannya

PERINGATAN

1
2
3
4
5
P

ENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Pencairan dana harus sesuai dengan perjanjian/kontrak yang ditandatangani
2. Tersedianya dana

1. Data elektrik dan manual
2. Arsip SPP
3. Register SPP




SOP: PENERBITAN SPM LS BARANG DAN JASA

. Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
PPTK PA/KPA Bendahara Kelengkapan Waktu Output
Invois,/Faktur
1 Faktur Pajak
Menyiapkan tagihan dari pihak ketiga, ’ Standar,
menyiapkan dokumen administrasi sesuai Kuitansi Kuitansi, Berlita
dengan ketentuan pecairan LS-BJ dan Berita Acara Acara sesuai
. ian P persyaratan LS-
meminta persetujuan Pengguna Invois/faktur Shai | 5 BJ (BA), SSP
Anggaran/Kuasa Pengguna Faktur Pajak Standar Resume Kontrak Resumé Kont’rak
Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, dan Kartu Pengawas (RK), Kartu
diserahkan ke PA untuk mendapat Kontrak Pengawas
persetujuan Kontrak, SPD,
DPA
Menganalisa dan membuat persetujuan serta
2 disposisi dari Pengguna Anggaran kepada v Kuitansi,
Bendahara untuk melakukan proses Berita Acara sesuai dengan persyaratan pencairan LS_BJ ,
I NSV SSP dan Faktur Pajak Standar 1 hari Disposisi
pembuatan SPP, jika tidak disetujui PA Resume Kontrak
menyerahkan kembali berkas ke PPTK untuk Kartu Pengawas Kontrak
perbaikan
3 Membuat dan menyampaikan SPP BJ kepada ﬁ Invois/ Fatktur, Kuitqnsi,LBeriat'jl ascg'rgadseSLllzaik(:engap ) Dokumen SPP
persyaratan pencairan LS-BJ, an Faktur Paja . :
Penggulna Anggaran untuk mendapat A Standar , Resume Kontrak, Kartu Pengawas Kontrak, SPD, Zjam LS-BJ beserta
persetujuan. DPA kelengkapannya
Surat Pengantar SPP-BJ
. ’ Dokumen SPP
4 Membuat analisa dan memberikan Ringkasan SPP-BJ, LS-BJ yang telah
persefujian atas dokumen SPP LS-BJ dan EEZIE l?’esrrf F;gi’n tentang Penggunaan Dana diverfikasi dan
menyerahkan ke bendahara untuk dicatat Surat Pe n;,nggungjawab%n Be?a?nja (SPTUB) ’ 1jam ditandatangani
dalam buku register, jika tidak disetujui maka Invois/Faktur. Kuitansi. Berita Acara sesuai d’engan oleh Pengguna
berkas SPP LS-BJ dikembalikan kepada persyaratan pencairan LS-BJ, SSP dan Faktur Pajak g’;%g:é?g;igs
Bendahara untuk diperbaiki Standar, Resume Kontrak, Kartu Pengawas Kontrak, SPD, SPPJLS B
DPA -
Surat Pengantar SPP-BJ,
5 Ringkasan SPP-BJ,
Rincian SPP-BJ,
- ; Surat Pernyataan tentang Penggunaan Dana, .
Menerima dan mencatat ke buku register . ; 15 Buku Register
SPP Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB), menit SPP

Invois/Faktur, Kuitansi, Berita Acara sesuai dengan
persyaratan pencairan LS-BJ, SSP dan Faktur Pajak
Standar, Resume Kontrak, Kartu Pengawas Kontrak, SPD,
DPA
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NAMA SOP PENERBITAN SPM UP/GU dan TU

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Daerah

3. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan system aplikasi
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penerbitan SPP GU NIHIL

Meja, kursi, computer, ATK, kalkulator
DPA
SPD

Kontrak beserta kelengkapannya

PERINGATAN

1
2
3
4.  Anggaran Kas
5
P

ENCATATAN DAN PENDATAAN

Penerbitan SPM harus didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan
ketentuan

1. Data elektrik dan manual




SOP: PENERBITAN SPM UP/GU dan TU

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan PPK PA Keterangan
Bendahara SKPD/Staf Kelengkapan Waktu Qutput
PKK SKPD
Menyampaikan dokumen SPP UP/GU?TU
kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SPP-UPIGUITU
L | (PPKSKPD)Staf PPK SKPD lengiap dengan | (D - 10menit |  Berkas SPP UPIGUITU
dokumen pendukungnya
SPP-UP/GU/TU
) Dokumen pendukung SPJ
Meneliti kelengkapan dokumen > . yang telah disahkan untuk
SPPIUPIGUT Berkas SPP UPIGUITU | 10 menit | 5pp Gy gan SPP-TU yang
sudah diverifikasi
SPP-UP/GU/TU
Dokumen pendukung SPJ
3 Mencatat SPP UP/GU/TU yang diterima ke yang telah disahkan untuk . i
dalam register SPP SPP-GU dan SPP-TU yang 10 menit Buku Registrasi
sudah diverifikasi
Jika kelengkapan dokumen SPP UP/GU/TU |
dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD N .
4 menyiapkan draf SPM kemudian diserahkan Buku registrasi SPP 15 menit Rancangan SPM
ke PA/KPA untuk ditandatangani.
| SPM yang telah
Meneliti dan menandatangani SPM kemudian . ditandatangani oeh
5 diserahkan ke PPK SKPD - Rancangan SPM 15 menit Pengguna Angggaran
Mencatat penerbitan SPM UP/GU/TU ke
6 dalam register penerbitan SPM -: SPM 10 menit Registrasi SPM
SPM yang akan disampaikan
v kepada BUD dengan
M hkan ke bendah tuk
7 eriyeranian K¢ bendanara Un'ui proses - Registrasi SPM 15 menit perincian sebagai berikut :

pengajuan ke BPKPD selaku BUD

SPM-UP/GUITU (3 rangkap)




PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
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NOMOR SOP : 016/SOP/DKPP/I11/2022
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NAMA SOP PENYUSUNAN LAPORAN
RKA/DPA/DPPA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Daerah

3. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah
Kabupaten Natuna

1. Memahami dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

2. Memahami dokumen Rencana Kerja SKPD

3. Memahami Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Penerbitan SPP GU NIHIL

Meja, kursi, computer, ATK, kalkulator

PERINGATAN

Penerbitan SPM harus didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan
ketentuan

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Data elektrik dan manual




SOP: PENYUSUNAN RKA/DPA/DPPA

Pelaksana Mutu Baku Ii]tz[g:]a
No Kegiatan :
Staf Staf Bendahar JFT Bidang- . .
UK Keu a Perencana bidang Sekretaris Kadis Caraka Kelengkapan waktu output
Menerima disposisi
surat perihal Disposisi surat

1| penyusunan @@ Disposisi surat | 10 menit | telah
RKA/DPA/DPPA dan | teragendakan
KUA PPAS
JFT Perencana Disposisi surat gizraaé;e(;z?]

2 membaca dan meneliti telah 10 menit diteliti besert
isi surat teragendakan iteliti beserta

PPAS
T T
Membahas alokasi v Surat telah dibaca :I?Jr;absaiglan
3 gg@ Etgreig%aar; ara _!-2 L > - dan diteliti 1jam anggaran per
Kabid P -4— — beserta PPAS Bidang/Sekretr
s
Pembagian Draft
Membuat konsep draft P alokasi anggaran .
4 | RKADPAIDPPA N« per 10jam | RKADPA
; DPPA
Bidang/Sekretrs
crie Draft RKA/DPA/ g[(a:/DPA/

5 | menelii draft DPPA 20 jam DPPA van

RKA/DPA/DPPA 'rrAyang

siap diinput
Menugaskan staf Hasil final
untuk menginput draft Draft RKA/DPA/ Draft

6 RKA/DPA/DPPA ke - DPPA yang siap 10 jam RKA/DPA/
dalam apilkasi INFIS diinput DPPA
Anggaran

. Draft
. Hasil final Draft
Sekretaris . | RKA/IDPA/
! membubuhkan paraf t‘ gggf PN 10 menit DPPA yang
telah diparaf
Draft
v
Kepala Dinas Draft RKA/DPA/ RKA/DPA/
8 menandatangani draft - DPPA yang telah 10 menit | DPPA yang
RKA,DPA, dan DPPA diparaf telah
ditandatangani
Draft
Mengagenda surat | oy Draft RKA/IDPA/ ggé/AD 5;/9
pengantar dan .

9 ) DPPA yang telah 10 menit | telah
menuliskan nomor . : . .
surat ditandatangani ditandatangani

dan diberi
nomor

10 | Mengirimkan surat " Wy | Draft RKADPA/ 15menit | Tanda terima




beserta dokumen
RKA, DPA, dan DPPA
ke BP3D, BPKPD dan
Bagian Administrasi
Pembangunan Setda
Kabupaten Natuna

DPPA yang telah
ditandatangani
dan diberi nomor

pengiriman
dokumen
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NAMA SOP PENYUSUNAN EVALUASI RKPD
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DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Daerah

3. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah
Kabupaten Natuna

1. Memahami dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

2. Memahami dokumen Rencana Kerja SKPD

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan RKA/DPA/DPPA
2. SOP Penyusunan Renja

Meja, kursi, computer, ATK, kalkulator

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan di SKPD setiap triwulanan

Data elektrik dan manual




SOP:

PENYUSUNAN EVALUASI RKPD SKPD

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Staf UK Staf JFT Kepala Sekretari | Kepala Keterangan
Perencan . : Caraka Kelengkapan waktu output
Percn a Bidang s Dinas
1 Menerima disposisi surat Disposisi surat 10 Disposisi
perihal penyusunan menit surat telah
evaluasi RKPD teragendaka
n
2 JFT Perencana membaca v Disposisi surat telah | 10 Surat telah
dan meneliti isi surat | ! teragendakan menit dibaca dan
diteliti
3 Menginventarisir data-data Surat telah dibaca 5 jam Data-data
yang diperlukan A 4 dan diteliti yang telah
'| | terinventarisi
r
4 Membuat konsep draft . Data-data yang 5 jam Draft data
Evaluasi RKPD SKPD H:l telah terinventarisir Evaluasi
A RKPD
5 Menugaskan staf untuk v Draft data Evaluasi 5 jam Hasil final
mengetik draft Evaluasi —1 RKPD Draft data
RKPD SKPD — Evaluasi
RKPD
6 Sekretaris Dinas Hasil final Draft data | 10 Draft data
membubuhkan paraf :Q Evaluasi RKPD menit Evaluasi
RKPD yang
telah diparaf
7 Kepala Dinas v Draft data Evaluasi 10 Draft data
menandatangani draft | I RKPD yang telah menit Evaluasi
RKT, TAPKIN dan IKU diparaf RKPD yang
telah diparaf
8 Mengagenda surat Draft data Evaluasi 10 Draft data
pengantar dan menuliskan ‘ RKPD telah menit Evaluasi
nomor surat I:El ditandatangani RKPD telah
ditandatang
ani dan
diberi nomor
9 Mengirimkan surat beserta Draft data Evaluasi 15 Tandaterima
dokumen Evaluasi RKPD RKPD telah menit pengiriman
SKPD ke BP3D Kabupaten ditandatangani dan surat

Natuna

!

diberi nomor




PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NOMOR SOP

1 018/SOP/DKPP/I1/2022

TGL.PEMBUATAN

. 14 Februari 2022

TGL REVISI

TGL EFEKTIF
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NAMA SOP

PENYUSUNAN SURVEY KEPUASAN
MASYARAKAT (SKM)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Permenpan RB Nomor 16 Tahun 217 tentang Pedoman Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

1. Memahami Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penyusunan SKM

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Semua SOP di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna

Meja, kursi, computer, ATK, kalkulator

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Sebagai bahan penetapan kebiajkan yang perlu diambil dan langkah
perbaikan pelayanan.
2. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki pelayanan

Data elektrik dan manual




SOP: PENYUSUNAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT(SPM)
No Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Kegiatan Staf UK Staf Tim Sekretaris Kepala Caraka Kelengkapan waktu output
Prcna Penyusun Dinas
SKM
1 Menerima disposisi surat Disposisi surat 10 Disposisi surat
perihal penysunan SKM ( )} menit telah
teragendakan
2 JFT Perencana membaca \ 4 Disposisi surat 10 Surat telah
dan meneliti isi surat | ', telah menit dibaca dan
teragendakan diteliti
3 Membentuk tim penyusun Surat telah dibaca | 5 jam | SK Tim Penyusun
SKM dan diteliti SKM
4 Mengumpulkan dan X SK Tim Penyusun 5 hari Data hasil survey
mengolah data berdasarkan r | SKM
data kuisioner para
responden
5 Menyusun laporan hasil Data hasil survey 2 hari Draft SKM
SKM I__l
6 Sekretaris Dinas Draft SKM 10 Draft SKM yang
membubuhkan paraf > menit telah diparaf
7 Kepala Dinas v Draft SKM yang 10 Draft SKM yang
menandatangani draft — telah diparaf menit telah
SKM I__l ditandatangani
8 Mengagenda surat Draft SKM yang 10 Draft SKM yang
pengantar dan menuliskan v telah ditandatangani | menit telah
nomor surat | | ditandatangani
dan telah diberi
nomor
9 Mengirimkan surat beserta Draft SKM yang 15 Tanda terima
dokumen SKM ke Bagian telah ditandatangani | menit pengiriman surat

Organisasi Setda
Kabupaten Natuna

dan telah diberi
nomor




PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
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NAMA SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara  Nomor
239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Memahami Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penyusunan LKjIP

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan RKA/DPA/DPPA
2.  SOP Renja

Meja, kursi, computer, ATK, kalkulator

PERINGATAN
1. LKjIP sebagai pertanggungjawaban atas pelaksnaan tugas pokok dan
fungsinya kepada stakeholders serta sarana untuk evaluasi atas
capaian kinerja Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna

PENCATATAN DAN PENDATAAN
Data elektrik dan manual




SOP : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
No Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Kegiatan Staf UK JFT Para Sekretaris Kepala Caraka Kelengkapan waktu output
Perencana | Kepala Dinas
Bidang
1 Menerima disposisi surat Disposisi surat 10 Disposisi surat
perihal penysunan LKjIP ( )} menit telah
teragendakan
2 JFT Perencana membaca y Disposisi surat 10 Surat telah
dan meneliti isi surat | I telah menit dibaca dan
teragendakan diteliti
3 Membentuk tim penyusun Surat telah dibaca | 5 jam | SK Tim Penyusun
LKjIp |:|:| dan diteliti LKjIP
4 Membahas dan mengolah SK Tim Penyusun 1 hari Data-data yang
data hasil kinerja kegiatan LKjIP telah diolah
5 Membuat konsep draft v Data-data yang telah | 5 jam Draft LKjIP
LKjIP | hj l—_bl_ | diolah
6 Sekretaris Dinas ~ Draft LKjIP 10 Draft LKjIP yang
membubuhkan paraf TN menit | telah diparaf
7 Kepala Dinas v Draft LKjIP yang 10 Draft LKjIP yang
menandatangani draft telah diparaf menit telah
LKjIP : ditandatangani
8 Mengagenda surat Draft LK]jIP yang 10 Draft LKjIP yang
pengantar dan menuliskan y telah ditandatangani | menit telah
nomor surat Ij:l ditandatangani
dan telah diberi
nomor
9 Mengirimkan surat beserta Draft LKjIP yang 15 Tanda terima
dokumen LKjIP ke Bagian telah ditandatangani menit pengiriman surat

Organisasi Setda
Kabupaten Natuna

dan telah diberi
nomor




PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NOMOR SOP . 020/SOP/DKPP/II/2022

TGL.PEMBUATAN . 14 Februari 2022
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TGL EFEKTIF . 14 Februari 2022
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NAMA SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Bupati

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Memahami Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penyusunan LKjIP

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Republik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan LKjIP Meja, kursi, computer, ATK, kalkulator
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. LKjIP sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan Data elektrik dan manual
fungsinya kepada stakeholders serta sarana untuk evaluasi atas capaian
kinerja Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna
2. Diperlukan koordinasi dengan semua bidang yang terkait




SOP : Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati

Pelaksana Mutu Baku Keteranga
No Kegiatan Staf UK JFT Para Sekretari Kepala Caraka Kelengkapan waktu output n
Perencan | Kepala S Dinas
a Bidang
1 Menerima disposisi Disposisi surat 10 Disposisi surat
surat perihal penysunan (D— P menit tela%
LPPD dan LKPJ ‘ teragendakan
2 JFT Perencana Disposisi surat 10 Surat telah
membaca dan meneliti | I telah menit dibaca dan
Isl surat teragendakan diteliti
3 Menginventarisir data — Surat telah 5 jam | Data-data yang
dan informasi kinerja I__l dibaca dan telah
dari bidang-bidang diteliti diinventarisir
]
4 Membuat konsep draft Data-data yang 1 hari Draft LPPD dan
LPPD dan LKPJ | I telah diinventarisir LKPJ
5 Pembahasan draft Draft LPPD dan 5 jam | Hasil final draft
LPPD dan LKPJ oleh I Ellbl I:j I LKPJ LPPD dan LKPJ
Sekretaris dan para T
Kabid
6 Sekretaris Dinas N Hasil final draft 10 Draft LPPD dan
membubuhkan paraf v LPPD dan LKPJ menit LKPJ yang telah
diparaf
7 Kepala Dinas Draft LPPD dan 10 Draft LPPD dan
menandatangani draft LKPJ yang telah menit LKPJ yang telah
LPPD dan LKPJ diparaf ditandatangani
8 Mengagenda surat Draft LPPD dan 10 Draft LPPD dan
pengantar dan A LKPJ yang telah menit LKPJ yang telah
menuliskan nomor surat I:tl ditandatangani ditandatangani
dan telah diberi
nomor
9 Mengirimkan surat Draft LPPD dan 15 Tanda terima
beserta dokumen LPPD @ LKPJ yang telah menit pengiriman surat
dan LKPJ ke Bagian ditandatangani
Organisasi Setda dan telah diberi
Kabupaten Natuna nomor




PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NOMOR SOP : 021/SOP/DKPP/II/2022

TGL.PEMBUATAN . 14 Februari 2022

TGL REVISI
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NAMA SOP : PENERBITAN SPP GU NIHIL

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, ternrkhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Naskah Dinas di
lingkungan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah
Kabupaten Natuna

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan Sistem Aplikasi.
2 Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penerbitan SPM GU NIHIL

1. Meja, Kursi, Komputer, Printer, ATK, Kalkulator
2. DPA, SPD, Anggaran Kas

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Penerbitan SPP GU NIHIL diajukan pada akhir Tahun.

Data elektrik dan manual
Avrsip SPP dan register SPP




SOP : PENERBITAN SPP GU NIHIL

N Keai Pelaksana Mutu Baku K
G Sl Keuangan | Kelengkapan waktu | Output LRI
Surat Pengantar SPP GU NIHIL atas UP
Ringkasan SPP GU NIHIL ATAS UP
Rincian SPP GU NIHIL ATAS UP
SPD Surat Pernyataan SPTJB atas UP atau
DPA GU sebelumnya.
Surat Pengesahan Belanja UP/GU Surat Pengesahan laporan
1. Menerbitkan SPP GU Nihil Terakhir 1Jam ertanggungjawaban bendahara
( } p ggungj

atas uang persediaan.

SSPB dan Bukti Setor atas dana UP ke Kas
Daerah

pengeluaran atas penggunaan dan SPP
UP/GU/TU sebelumnya.

Salinan SPD

Salinan DPA/DPPA

Laporan saldo kas

Laporan penyerapan anggaran.

Surat Pengantar SPP GU NIHIL atasUP
Ringkasan SPP GU NIHIL atas UP
Rincian SPP GU NIHIL atas UP

Surat Pernyataan SPTJB atas UP atau
GU sebelumnya.

Surat Pengesahan Laporan

2. Meneliti kelengkapan dan v Pertanggungjawaban Bendahara 1Jam Berkas SPP GU Nihil

menanda Pengeluaran atas penggunaan dan SPP

Tangani berkas SPP GU UP/GU/TU sebelumnya

Nihil, kemudian diserahkan Salinan SPD

ke bendahara untuk proses Salinan DPA/DPPA

lebih lanjut. Laporan Saldo Kas

Laporan penyerapan anggaran.

Menerima dan mencatat ke A 4 Berkas SPP GU Nihil 15 Buku Register SPP

3. buku register SPP atas berkas ( ) Menit

SPP yang telah disetujui.




PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
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NAMA SOP PEMBUATAN LAPORAN INVENTARIS

BARANG

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Menteri dalam  Negeri Nomor 17 Tahun
2007 Tentang Pedoman  Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 29 Tahun

2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Siatem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

1. Memiliki kemampuan dibidang pengurusan barang.
2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer
3. Memahami tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Meja, Kursi, Komputer, Printer, ATK, Kalkulator,
2. Berkas Pencairan Belanja Modal

PERINGATAN
Pembuatan Laporan Inventaris Barang akan
penyusunan Laporan Keuangan SKPD

berpengaruh pada

PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Data elektrik dan Manual
2. Laporan Inventaris Barang




SOP: PEMBUATAN LAPORAN INVENTARIS BARANG

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan PA Kasubbag Pengurus Sekretaris Kelengkapan Waktu Output Keterangan
UK Barang
1. Menugaskan Kasubbag UK untuk membuat
laporan Inventaris Barang. :) Surat dari BPKPD | 15 menit Disposisi
2. Menugaskan pengurus barang untuk membuat
Laporan Inventaris Barang. | I Disposisi 15 menit Disposisi
3. Mengumpulkan data dari P2HP kemudian di
rekapitulasi dalam laporan belanja modal dan .
menyusun draf laporan inventaris barang Disposisi 3 hari B;;ng_ge&%ag;?n
kemudian di serahkan ke Kasubbag UK 1 !
4. Mengoreksi draf Laporan Inventaris Barang
dan menyerahkan draf Laporan Inventaris v Berkas Pencairan - Draf Laporan
. . . 1 hari Inventaris Barang
Barang ke Sekretraris untuk di paraf. P Belanja Modal untuk di paraf
5. Memeriksa dan membubuhi paraf Draf
Laporan Inventaris Barang selanjutnya Draf Laporan . Draf Laporan
. . - Inventaris Barang 2 jam Inventaris Barang
disampaikan kepada Kepala Dinas untuk p
- : untuk di paraf sudah paraf
diTandatangani.
6. Memeriksa dan Menandatangani Draf J
Laporan Inventaris Barang kemudian Draf Laporan Laporan Inventaris
diserahkan ke Kasubbag Keuangan dan Inventaris Barang 1 jam P Baran
Perlengkapan untuk dikirim ke BPKPD sudah paraf g
selaku BUD.
7. Menugaskan Pengurus Barang untuk Laporan Inventaris
menyampaikan laporan Inventaris Barang ke Laporan . P
- 15 menit Barang untuk
BPKPD. Inventaris Barang dikirim ke BPKPD
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NAMA SOP . PEMBUATAN LAPORAN INVENTARIS
RUANGAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Naskah Dinas di
lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 29 Tahun 2007
Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah
Kabupaten Natuna

1. Memiliki kemampuan di bidang pengurusan barang.
2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan cornputer
3. Memahami tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

. Meja, Kursi, Kornputer, Printer, ATK, Kalkulator,
2. Buku Inventaris Barang

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Pembuatan Kartu Inventaris Ruangan untuk mengetahui serah terima
barang sesuai dengan kebutuhan ruangan di OPD.

1. Data elektrik dan Manual
2. Kartu Inventaris Ruangan




SOP: PEMBUATAN LAPORAN INVENTARIS RUANGAN

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
Kasubbag Pengurus .
PA UK Barang Sekretaris Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Kasubbag UK untuk membuat kartu 15
Inventaris Ruangan. Q Surat dari BPKPD - Disposisi

menit

2. Menugaskan Pengurus Barang untuk membuat '_E} 15
kartu Inventaris Ruangan. i isi i isi

g Disposisi menit Disposisi

3. Mengecek kelengkapan barang di setiap ruangan
dan mencatat kelengkapannya kemudian A 4
membuat kartu Inventaris Ruangan kemudian |_|A:| . - 3 hari Buku Inventaris

. : . Disposisi
diteruskan ke Kasubbag UK untuk di koreksi dan Barang
pembubuhan paraf.

4. Mengoreksi draf kartu Inventaris Ruangan Draf kartu
dan menyerahkan Draf kartu Inventaris v Buku Inventaris 1 hari Inventaris
Ruangan ke sekretaris untuk di}araf \T/ Barang Ruangan untuk

. di paraf
5. Memeriksa dan membubuhi paraf Draf kartu Draf kartu
h . - . - Draf kartu
Inventaris Ruangan selanjutnya disampaikan ~ Inventaris Inventaris
kepada Kepala Dinas untuk di Tanda Tangani. e Ruangan untuk di 2 jam
Ruangan sudah
paraf
paraf
6. Memeriksa dan menanda tangani Draf Kartu
h N Draf kartu
Inventaris Ruangan kemudian diserahkan ke Inventaris Kartu Inventaris
Kasubbag UK untuk dikirim ke BPKPD selaku 1jam
Ruangan sudah Ruangan
BUD.
paraf

7. Menugaskan Pengurus Barang untuk
menyampaikan kartu Inventaris Ruangan ke Kartu Inventaris
BPKPD. Kartu Inventaris 15 Ruangan

Ruangan menit Untuk di kirim

ke BPKPD
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NAMA SOP

PEMBUATAN KARTU INVENTARIS
BARANG

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nornor 29 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah
Kabupaten Natuna

1. Memiliki kemampuan di bidang pengurusan barang.
2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan cornputer
3. Memahami tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Pembuatan Laporan Inventaris Barang
SOP Penyusunan Laporan Keuangan

. Meja, Kursi, Kornputer, Printer, ATK, Kalkulator,

2. Buku Inventaris Barang.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Pembuatan Kartu Inventaris Barang akan berpengaruh pada pembuatan
Laporan Inventaris Barang.

1. Data elektrik dan Manual
2. Kartu Inventaris Barang.




SOP: PEMBUATAN KARTU INVENTARIS BARANG

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
Kasubbag Pengurus .
PA UK Barang Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kasubbag UK untuk membuat kartu
Inventaris Barang. C) Surat dari BPKPD | 15 menit Disposisi
2. Menugaskan Pengurus Barang untuk membuat *
Kartu Inventaris Barang. | I Disposisi 15 menit Disposisi
3. Mencatat seluruh barang inventaris sesuai
kodefikasi dan golongan barang milik daerah ke A 4 . Buku
dalam kartu inventaris barang (KIB A, B, C, D, E, | I Disposisi 2 hari Inventaris
F) Barang
4. Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB A, B, C, D, Buku
E, F) kemudian diteruskan Kasubbag UK untuk di v Buku Inventaris 3 hari Inventaris
koreksi dan pembubuhan paraf. | A I Barang Barang
5. Mengoreksi Draf kartu Inventaris Barang dan Y Draf kartu
menyerahkan draf kartu inventaris Barang ke e Buku Inventaris - Inventaris
. - 1 hari
sekretaris untuk diparaf. \|/ Barang Barang sudah
— di paraf
6. Memeriksa dan membubuhi paraf Draf Kartu Draf kartu
h : . . Draf kartu -
Inventaris Barang selanjutnya disampaikan kepada o . . Inventaris
. . - Inventaris Barang 2 jam
Kepala Dinas untuk diTandatangani. - Barang sudah
sudah di paraf paraf
7. Memeriksa dan menandatangani draf kartu J Kartu
Inventaris Barang kemudian diserahkan ke Draf Kartu Inventaris
Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan untuk Inventaris Baran 1iam Barang
dikirim ke BPKPD selaku BUD. g ] Untuk di
sudah paraf .
kirim ke
BPKPD
8. Menugaskan Pengurus Barang untuk Kartu
menyampaikan Kartu Inventaris Barang ke BPKPD. y Kartu Inventaris Inventaris
15 menit | Barang untuk
Barang S
di kirim
BPKPD
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NAMA SOP PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA) SKPD

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Natuna.

3. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah
Kabupaten Natuna

1. Memahami tentang rencana kerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian.

2. Memiliki kompetensi serta menganalisa rencana kerja anggaran.

3. Memiliki kompetensi dalam pengoperasian computer.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Renja;
2. SOP Penyusunan Lakip;
3. SOP Penyusunan Laporan Tahunan.

1. RPJMD/RPJPD Kabupaten Natuna;

2. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Natuna tentang Tugas Pokok dan
Fungsi OPD;

3. Rencana Kerja/Program Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

4. Komputer, Printer, Meja dan Kursi.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika Standar Operasional Prosedur Renstra tidak dilaksanakan akan
berpengaruh capaian kinerja.

1. Dokumen Perencanaan.




SOP : PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD

Pelaksana Mutu Baku Ketz;ang
No. Kegiatan Kepala JFT
P Sekretaris | Perencan Staf Kelengkapan | Waktu | Output
Dinas o

1. | Memerintahkan Sekretaris Dinas Surat Masuk
untuk menyusun Rencana Stralegis ( ) Tentang 10_ Disposisi
(Renstra) Renstra menit
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

2. | Memerintahkan  JFT Perencana Disposisi Disposisi
untuk mempersiapkan kelengkapan data y SuratpMasuk 15 Surat
pendukung untuk penyusunan Rencana | Tentan Menit Masuk
Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Renstrg Tentang
Pangan dan Pertanian. Renstra

3. | Memerintahkan staf untuk menghimpun
data pendukung sebelumnya yaitu seperti Disposisi Disposisi
Rencana Strategis, Laporan Tahunan, v | SuratpMasuk Surat
Lakip DKP, Data Kepegawaian, Tentan 1 hari Masuk
RKA/DPA dan LRFK untuk penyusunan Renstrg Tentang
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Renstra
Ketahanan Pangan dan Pertanian.

4. | Mendukung data pendukung sebelumnya

yaitu seperti Rencana Strategis, Laporan
Tahunan, Lakip DKP, Data
Kepegawaian, RKA/DPA dan LRFK
untuk penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian.




Mengetik draf usulan Rencana
Strategis (Renstra) Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian
menyerahkan kepada JFT
Perencana

Disposisi
Surat Masuk
Tentang
Renstra

2
minggu

Draf
Renstra

Memeriksa dan mengoreksi draf
usulan Rencana Strategis
(Renstra) tersebut dan
ditindaklanjuti kepada Sekretaris
Dinas.

Draf Renstra

3 jam

Draf
Renstra

Memeriksa dan mengoreksi draf
usulan Rencana Strategis
(Renstra) untuk disampaikan
kepada Kepala Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian.

Draf Renstra

60
menit

Draf
Renstra

Menyetujui/menandatangani
Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian
untuk ditindaklanjuti.

Draf Renstra

20
menit

Renstra

Mengarsipkan dan mengirimkan
kepada instansi terkait selaku
OPD yang berperan untuk
verifikasi.

Draf Renstra

30
menit

Renstra
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NAMA SOP . PENYUSUNAN RENCANA KERJA
(RENJA) SKPD

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan
keuangan dan kinerja instansi pemerintah.

Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Naskah Dinas di
lingkungan Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah
Kabupaten Natuna

1. Memahami tentang anggaran;
2. Memiliki kompetensi dalam menganalisa rencana kerja;
3. Memiliki kompetensi dalam pengoperasian computer.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Renstra;

2. SOP Penyusunan RKA,;

3. SOP Penyusunan Lakip;

4. SOP Penyusunan Laporan Tahunan.

1. Renstra;

2. RPIMD;

3. Komputer dan Printer;
4. Meja dan Kursi.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Rencana Kerja (Renja) mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna
sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis serta Visi dan
Misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

2. Proses Penyusunan Renja melalui forum komunikasi OPD

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Form usulan rencana kerja program dan kegiatan tiap-tiap bidang.




SOP : PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Ketgrr?ng
Iée_pala Sekretaris il Staf Kabid Kelengkapan | Waktu | Output
inas Perencana

1. | Memerintahkan Sekretaris

Dinas untuk menyusun C) Surat Masuk
; . 10 . .
form Rencana Kerja (Renja) Tentang . Disposisi
. . . menit
program dan kegiatan Dinas Rencana Kerja
Ketahanan Pangan dan
Pertanian.

2. | Memerintahkan  JFT v Disposisi
Perencana untuk | I Disposisi Surat
mempersiapkan/ menyusun Surat Masuk 15 Masuk
form Rencana Kerja (Renja) Tentang Menit | Tentang
program dan kegiatan Dinas Rencana Kerja Rencana
Ketahanan Pangan dan Kerja
Pertanian.

3. | Memerintahkan staf untuk Disposisi
membagikan form Rencana Disposisi Surat
Kerja (Renja) program dan v | Surat Masuk 30 Masuk
kegiatan kepada tiap-tiap Tentang Menit | Tentang
bidang di lingkungan Dinas Rencana Kerja Rencana
Ketahanan Pangan dan Kerja
Pertanian.

Membagikan form Rencana

4. | Kerja (Renja) program dan
kegiatan kepada tiap-tiap v
bidang di lingkungan Dinas
Ketahanan Pangan dan |_—_|_

Pertanian.




Disposisi

5. | Mengisi form Rencana Kerja Disposisi Surat
(Renja) sesuai dengan program Surat Masuk | 1 (satu) | Masuk
dan kegiatan dan diserahkan Tentang Hari Tentang
kepada JFT Perencana Rencana Kerja Rencana

Kerja

6. | Memerintahkan staf Draf
mengetik/merekap usulan Draf Rencana 120 Rencana
Rencana Kerja (Renja) Kerja Menit Kerja
program dan kegiatan tiap-tiap
bidang.

7. | Mengetik/merekap usulan A Draf
Rencana Kerja (Renja) E DrafKF\;er:g cana I\/llgr?it Rencana
program dan kegiatan tiap-tiap 1 ) Kerja
bidang.

y

8. | Memeriksa dan mengoreksi /\ Draf
usulan Rencana Kerja (Renja) N Draf Rencana 60 Rencana
program dan kegiatan tiap-tiap 4 Kerja Menit Keria
bidang tersebut untuk !
dikompilasikan.

9. | Mengoreksi usulan Rencana 4
Kerja (Renja) dan <> Draf Rencana 30 R ;szn a
ditindaklanjuti melalui proses X Kerja Menit Keria
pembahasan tiap-tiap bidang J
(rapat pembahasan).

10. | Menyetujui/menandatangani Draf Rencana 10 Rencana
usulan Rencana Kerja (Renja) Kerja Menit Kerja
Program dan Kegiatan.

Mengarsipkan dan
11. | mengirimkan kepada OPD DrafKIz(ijr;cana Mt(r)ﬂt ReK'li?;a

terkait sebagai laporan.
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NAMA SOP : PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI
FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerabh;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Permendagri No 54 Tahun 2009 tentang Naskah Dinas di lingkungan
Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah
Kabupaten Natuna

13 Tahun 2006

1. Mernamaham tentang Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (LRFK);

2. Memiliki kompetensi serta menganalisa Tentang Realisasi Fisik dan
Keuangan;

3. Memiliki kompetensi dalam pengoperasian komputer.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Renja, RKA; 1. Renja;
2. SOP Penyusunan Lakip; 2. RKNDPA;
3. SOP Penyusunan Laporan Tahunan. 3. Komputer, Printer, Meja dan Kursi.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (LRFK) merupakan
laporan capaian kinerja yang berkaitan  dengan penyerapan
anggaran OPD Dinas Ketahanan Pangan;

2. Padapoin 1 tersebut diatas, merupakan salah satu indikator untuk
mengetahui capaian Kinerja yaitu kinerja organisasi, kinerja
kebijakan dan kinerja Pegawai.

Rekapitulasi/ dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan
Kegiatan tiap-tiapbidang.




SOP : PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)

dan dikoreksi.

LRFK

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan — Kegt:;an
Deirr)mla Sekretaris | Keuangan Staf Kelengkapan | Waktu Output

1. | Memerintahkan Sekretaris Dinas untuk
menyampaikan Laporan Realisasi Fisik
dan Keuangan (LRFK) program dan ( ) Su_{_aetnlt\z/lira]\suk 10 Disposisi
kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan LRFKg menit P
Pertanian kepada OPD terkait sebagai
laporan.

2. | Memerintahkan Keuangan bahwa agar M Disposisi Dissposti si
tiap-tiap bidang menyampaikan Laporan E Surat Masuk 10 M:;ak
Realisasi Fisik dan Keuangan (LRFK) Tentang Menit T tu
yang telah ditandatangan oleh Pejabat LRFK fglf&g
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

3. | Memerintahkan staf untuk menghimpun
dan merekap Laporan Realisasi Fisik dan Disposisi
Keuangan (LRFK) program dan kegiatan E:'_
tiap-tiap bidang tersebut untuk diperiksa Su_:_ztn't\gsZUk I\/Ilgr?it Llf;ullalg




Menghimpun dan merekap Laporan

Realisasi Fisik dan Keuangan (LRFK)
program dan kegiatan tiap-tiap bidang
tersebut untuk diperiksa dan dikoreksi.

J ]

Mengoreksi dan menyampaikan Laporan
Realisasi Fisik dan Keuangan (LRFK)

kepada pejabat Pengguna Anggaran (PA)
dan Kuasa Penguna Anggaran (KPA)
untuk ditandatangani.

o He
N

Usulan LRFK

30 Usulan
Menit | LRFK

Menyetujui/menandatangani Laporan
Realisasi Fisik dan Keuangan (LRFK) Y

program dan kegiatan tiap-tiap bidang _,<
dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

Usulan LRFK

10

Menit LRFK

Memerintahkan staf untuk mengarsipkan
dan menyampaikan Laporan Realisasi
Fisik dan Keuangan (LRFK) kepada

OPD terkait sebagai laporan.

LRFK

10

Menit LRFK

Mengarsipkan dan menyampaikan
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
(LRFK) kepada OPD terkait sebagai
laporan.

LRFK

15

Menit LRFK

Jumlah Waktu Penyelesaian

260 Menit/4.30 Jam
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NAMA SOP PENYUSUNAN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LAKIP)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Memahami tentang penyusunan Lakip;

2. Memahami tentang rencana kerja anggaran;

3. Memahami tentang program dan kegiatan SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian;

4. Mengetahui tugas pokok dan fungsi tiap-tiap bidang;

5. Memiliki kompetensi dalam pengoperasian computer.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Renstra;
2. SOP Penyusunan Renja;
3. SOP Penyusunan Laporan Tahunan.

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

2. Dokumen laporan kegiatan masing-masing bidang;

3. Dokumen/ laporan realisasi fisik dan keuangan (LRFK};
4. Komputer, Printer, Meja dan Kursi.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Agar selalu meng Up-date data laporan pelaksanaan program dan
kegiatan tiap-tiap bidang Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Disimpan sebagai data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

(LAKIP) SKPD




SOP : PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Pelaksana

Mutu Baku

No Kegiatan I Keterang
' Kepala | ey retaris JFT Staf Kelengkapan | Waktu | Output 2l
Dinas Perencana
1. | Memerintahkan  Sekretaris
Dinas  untuk rnenyusun Laporan ( )

. S - Surat Masuk 10 . .
Akuntabililas Kinerja Instansi Tentang Laki menit Disposisi
Pernerinlah (Lakip) Dinas Ketahanan 9 P
Pangan dan Pertanian.

2. | Mernerintahkan JFT Perencana v
untuk  rnempersiapkan kelengkapan — Disposisi
data-data pendukung untuk | I Disposisi 15 Surat
penyusunan Laporan Akuntabilitas Surat Masuk Menit Masuk
Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tentang Lakip Tentang
Dinas Ketahanan Pangan dan Lakip
Pertanian.

3. | Mernerintahkan staf untuk
rnenghirnpun data pendukung tiap- Disposisi
tiap kegiatan rnasing-masing Y Disposisi 120 Surat
bidang sebagai bahan Laporan Surat Masuk Menit Masuk
Akuntabililas Kinerja Instansi Tentang Lakip Tentang
Pernerintah (Lakip) Dinas Ketahanan Lakip
Pangan dan Pertanian.
Mengetikdraf Laporan Akuntabilitas

4. | Kinerja Instansi Pernerintah (Lakip) v
Dinas Ketahanan Pangan dan Disposisi .

. ; 1 Draf Laki

Pertanian rnenyampaikan kepada JFT m Surat Masuk Minggu P

Perencana

Tentang Lakip




Memeriksa dan mengoreksi draf
LaporanAkuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (Lakip)
Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian ditindaklanjuti kepada
Sekretaris Dinas.

Draf Lakip

180
Menit

Draf Lakip

Memeriksa dan rnengoreksi draf
Laporan

Akuntabilitas Kineria Instansi
Pemerintah (Lakip) Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian
untuk disampaikan ke Kepala Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian.

(S
N

Draf Lakip

30
Menit

Draf Lakip

Menyetujui/menandatangani Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

Draf Lakip

20
Menit

Lakip

Mengarsipkan dan mengirimkan
kepada SKPD terkait sebagai laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Lakip) Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian.

Draf Lakip

30
Menit

Lakip

Jumlah Waktu Penyelesaian

2625 Menit / 44 Jam
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NAMA SOP PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

tahapan, tatacara penyusunan,

pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
2. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Naskah Dinas di

lingkungan Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah

Kabupaten Natuna

1. Memamahami  tcntang penyusunan laporan tahunan;

2. Mcngctahui  tugas pokok dan fungsi tiap-tiap bidang Dinas Ketahanan
Pangan

3. Merniliki  kornpctcnsi

dalam pengoperasian  komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Renstra;
2. SOP Penyusunan Renja;
3. SOP Penyusunan RKA;
4. SOP Penyusunan Lakip.

1. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Natuna tentang Tugas Pokok dan Fungsi;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

3. Dokumen laporan kegiatan masing-masing bidang;

4. Komputer, Printer, Meja dan Kursi.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Agar selalu meng Up-date data laporan pelaksanaan kegiatan.

Disimpan sebagai laporan tahunan dalam bentuk data elektronik dan manual.




SOP : PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN DINAS KETAHANAN PANGAN

Pelaksana Mutu Baku Ket
. eteranga
No. Kegiatan Kepala . JFT .
Dinas Sekretaris Perencana Staf Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Memerintahkan Sekretaris Dinas untuk Surat Masuk
menyusun Laporan Tahunan program dan Tentang 10 . .
kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan C) Laporan Menit Disposisi
Pertanian. Tahunan
2. | Memerintahkan  JFT Perencana Disnosisi
Keuangan Program untuk Disposisi Sﬂrat
mempersiapkan 1 Surat Masuk
kelengkapan data-data pendukung untuk |_| Tentang Mle?lit Tl\gr?ts:nk
penyusunam Laporan Tahunan Laporan Lano ra%
program dan kegiatan Dinas Ketahanan Tahunan Taﬁunan
Pangan dan Pertanian.
3. | Memerintahkan staf untuk Disposisi
menghimpun  data pendukung tiap-tiap SuratpMasuk Draf
kegiatan masing-masing bidang v Tentan 60 Laporan
sebagai bahan Laporan T ahunan La ora?] Menit Taﬁunan
program dan kegialan  Dinas Taﬁunan
Ketahanan Pangan dan Pertanian.
4. | Mengetik draf Laporan T ahunan
program dan kegiatan Dinas Ketahanan |—":| Draf Laporan 1 Draf
Pangan dan Pertanian menyampaikan ' Tahunan Minggu Laporan
kepada JFT Perencana Tahunan
5. | Memeriksa dan mengoreksi  draf v
Laporan Tahunan  program  dan Draf
kegiatan ~ Dinas Ketahanan Pangan dan v Dr_?.;:]‘jr?:;an I\/Ilgr?it Laporan
Pertanian ditindaklanjuti kepada 4 Tahunan
Sekretaris  Dinas.
6. | Merneriksa dan mengkoreksi  draf
Laporan Tahunan  program  dan Draf
kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Dr_?.;:]‘jﬁsr:an M?a?\it Laporan
Pertanian tersebut untuk disampaikan Tahunan

Kepala Dinas.




Menyetujui/ menandatangani 2

Laporan Tahunan  program dan Draf Laporan 20 Laporan
kegiatan ~ Dinas Ketahanan Pangan dan Tahunan Menit | Tahunan
Pertanian untuk ditindaklanjuti.

Mengarsipkan dan mengirimkan kepada

SKPD terkait sebagai Laporan Tahunan Draf Laporan 10 Laporan
program dan kegiatan Dinas Ketahanan Tahunan Menit | Tahunan
Pangan dan Pertanian.

Jumlah Waktu Penyelesaian

2400 Menit/ 40 Jam




PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NOMOR SOP . 030/SOP/DKPP/II/2022

TGL.PEMBUATAN . 14 Februari 2022

TGL REVISI

TGL EFEKTIF . 14 Februari 2022
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NAMA SOP :  PELAKSANAAN KEGIATAN
PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan
Pangan dan Gizi;

3. Petunjuk Teknis Pekarangan Pangan Lestari (P2L)) Tahun 2021.

1. Memiliki kemampuan berinteraksi;
2. Memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan;
3. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan computer.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Juknis Pekarangan Pangan Lestari (P2L)

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila terlambat pelaksanaan CPCL akan berpengaruh pada kegiatan
PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L)

1. Data elektrik dan manual.




SOP: PELAKSANAAN KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L))

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan 2GELULE
' Kepala . Staf Kecamat n
Dinas Kabid JFT JFU an Kelengkapan | Waktu Output
1. Menugaskan Kabid untuk Program 15
melaksanakan sosialisasikan ( ) ke ?atan Menit Disposisi
kegiatan Pekarangan Pangan g
Lestari (P2L).
2. | Menugaskan JFT untuk .
mensosialisasikan kegiatan _ o 15 o
Pekarangan Pangan Lestari Disposisi Menit | DISPosisi
(P2L).
, Me_n)I/_iapk_ag bahan/matliri U Juknis Konsep
' soilaklsam ?nkanQas an Evj Pekarangan 3 hari materi
untuxk mengetix. Pangan Lestari sosialisasi
4. Menyerahkan hasil ketikan ke Draf
JFT untuk dikoreksi. |_|'. | hasil ketikan 2 hari m_at(_eri .
A sosialisasi
Draf
5. | Menyerahkan draf materi X Draf materi materi
sosialisasi PEKARANGAN sosialisasi 1jam | sosialisasi
PANGAN LESTARI (P2L) X yang
ke Kabid untuk di paraf. diparaf
Draf materi Materi
6. | Mengajukan draf /"\ <osialisasi Liam | Sosialisasi
materi/sosialisasi ke Kepala \/ ~na divaraf ] yang
Dinas untuk di setujui. yang dip disetujui
Menyetujui materi yang akan .
7. | disosialisasikan dan (j so';/::iesrallsi 30 SpT
menerbitkan SPT untuk Menit

kegitan Sosialisasi.

yang disetujui




PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NOMOR SOP : 031/SOP/DKPP/II/2022

TGL.PEMBUATAN . 14 Februari 2022

TGL REVISI

TGL EFEKTIF

. 14 Februagi 2022

Zae

DISAHKAN OLEH

— ',_;.u NG SIHVSE. M.Si
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NAMA SOP PEMBUATAN SK PESERTA LOMBA
MAKANAN BERAGAM, BERGIZI,

SEIMBANG DAN AMAN (B2SA)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.UU Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan;

2.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan
Pangan dan Gizi;

3. Petunjuk Teknis Pekarangan Pangan Lestari (P2) Tahun 2021

1.Memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan;

2. Memiliki kemampuan berinteraksi;

3. Memiliki kemampuan dalam menyusun pelaksanaan kegiatan;
4. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan computer.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. DPA
2. Pedum LCM

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila terlambat dalam penerbitan SK peserta lomba akan berpengaruh
pada pelaksanaan lomba.

1. Data elektrik dan manual.




SOP: PEMBUATAN SK PESERTA LOMBA MAKANAN BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN (B2SA)

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan TP-PKK Kepala Ket:rr]ang
Kabid | PPTK Kecamatan | S | Dinas Kelengkapan | Waktu Output
Menugaskan PPTK untuk
1. | melaksanakan Kegiatan Peningkatan 15
dan Pengembangan Promosi D DPA . Disposisi
Menit
Percepatan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan.
Menyurati Ketua TP-PKK
2. | Kecamatan untuk menyampaikan . .
nama peserta lomba B2SA pada E:l Disposisi 1Jam | Surat Keluar
kegiatan tersebut. Y
3. | Menyampaikan nama peserta lomba Surqt m_asuk Penyampaia
A E:l dari Dinas
yang akan mengikuti lomba B2SA ke 3 Ketahanan 5 Hari | N hama
Dinas Ketahanan Pangan dan peserta
. Pangan dan
Pertanian. . lomba
Pertanian
v H
4. | Merekap nama peserta lomba dan ketiE:fll::iraf
membuat draf SK peserta lomba { |—— Surat masuk 2 hari
. - SK peserta
untuk selanjutnya diserahkan ke lomba
PPTK.
Draf SK
5. | Memeriksa Draf SK Peserta Lomba o Draf SK Peserta
kemudian diserahkan ke Kabid untuk Peserta Lomba | 2jam | Lomba yang
di paraf. untuk di paraf sudah di
paraf
Memeriksa dan membubuhi paraf SK Peserta
6. | Draf SK Peserta Lomba selanjutnya <ik\ Draf Laporan Lomba yang
disampaikan kepada Kepala Dinas Keuangan 1 jam sudah di
untuk di tandatangani. sudah paraf tanda

tangani




Menandatangani SK Peserta Lomba
kemudian menyerahkan ke PPTK
yang kemudian dijadikan dasar
peserta yang akan mengikuti lomba.

SK Peserta
Lomba

15
Menit

Dasar
peserta yang
akan
mengikuti
lomba




PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NOMOR SOP : 032/SOP/DKPP/II/2022
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TGL EFEKTIF : 14 Februagi 2022
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NAMA SOP . SOP ANALISIS KERAWANAN PANGAN
DAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN
DAN GIZI (SKPG)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan;

2. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah
Kabupaten Natuna

1.  Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana;

2. Memahami tugas dan fungsi mekanisme pembuatan Sistem Kewaspadaan
Pangan dan Gizi (SKPG);

2. Menguasai pengoperasian computer Pangan dan Gizi (SKPG).

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Lembaran Kerja/Data
2. Komputer/print/kertas
Pedoman Umum Penyusunan SKPG
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila Penyusunan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizl (SKPG)
tidak tepat dan waktu maka akan mengalami keterlambatan analisis
kerawanan pangan dan intervensi serta Investigasl rawan pangan.

Disimpan sebagai dokurnen Analisis Kerawanan Pangan Sistem Kewaspadaan
Pangan dan Gizi (SKPG).




SOP ANALISIS KERAWANAN PANGAN DAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG)

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Dewan Tim JFU Keterangan
Ketahanan i Kapala | Kepala f
i g&lgg Diﬁas Bidang JFT F,)Aé?]agsr] Kelengkapan | Waktu Output
Pertanian 9
1. | Kepala DInas memerintahkan
At Disposi
isis rsedla; isposisi
Pangan/Slstem ) Disposisi Mle?]it Kesediaan Keﬁ)ala
Kewacs;padaan Pangan dan Gizl Dinas
(SKPG) setlap bulannya
2. Ketpell(la Bidakng men(ljjgaskan JFT v
untuk mengkonsep dan Disposisi
mengumpulkan data bulanan R 30 . 1Sposisi
yanggdlpgrlukan untuk Disposisi Menit Kesediaan KDe_paIa
penyusunan SKPG nas
3. Ee lﬁllgsetgsi gwenuga)skatn Etaf
nalis Panganjuntu \ 4 i enncici
mengumpulkan data yan . .. . Disposisi
dlpe%kgnuuntuk yang Disposisi I\/Ilgr?it Kesediaan }E)epala
penyusunan SKPG fnas
1
4. | Staf (JFU analis pangan) v
mengumpulkan data‘untuk kas/| 180
penyusunan SKPG |:| Berkas/laporan Menit Data
> %tgrfmé%%ﬁ (:?Qt%“sSF(an(gasne)tlap Y 300
bulannya. ;E:l Data Menit | Data Olahan
6. %F;I’ m%merikgakdat% cil_?(hankjikad A Data Olah
elum benar dikembalikan kepada ata Olahan
staf (JFU analis pangan) untu < < Data Olahan 180 h
dipegbaiki Pangan) Menit yarbge rs]gpa
7. | JFT menyusun dan menganalisis Konse
laporan draft/ konsep SKPG dan A Dg%a 2&%@%” 180, SKPG,yaFl)ngf
menyerahkan kepada Kepala | A | y bgenar Menit telahjlc:i%para
8. | Kepala Bidang memeriksa y Konsep
draf/konsep laporan SKPG, jika < SKPG yang
belum benar dikembalikan Kepada Konsep SKPG 120 suda
JET Untuk diperbatk. P - yangsudah~ | Menit | & araf
abi
% e ot o 4 K SKPG SKPG
. onse an
ﬁokjla SKPG untuk membahas _:l yangpsudah ,\ﬁoo-t terekor])wlen
asil SKPG diparaf Kabid ent asi
10. | Kepala Bidang melaporkan hasil
Analisss SKP set_iappbulannya 3 SKPG Yang 60 SKEG yang
kepada Kepada Dinas terekormandasi Menit Radis




11. | Kepala Dinas menandatangani
analisis SKPG
S KP_G_yang_ 15. Dokumen
disetujui’Kadis Menit SKPG
12. | Kepala Dinas melaporkan kepada A 4
Dotvan Ketahanan Banga_n ap%bi_la Dokumen 120, Dokumen
ada Kecamatan yang terindikasi SKPG Menit terlaporkan
rawan / rentan pangan p
13 D Ketah P 120
. ewan Ketahanan Pangan i
memerintahkan tim pokja SKPG Ijj Menit Dokumen
melalui Kepala Dinas Ketahanan Dokumen (Kecamatan
Pangan untuk melakukan . SKPG an
Investigasi lebih lanjut mengenai terlaporkan raw%n/rgenta
Kecamatan yang terindikas n)
rawan/rentan
14. | Tim Pokja SKPG melaporkan Dgkirpen 120
| R Dl (cgmon | M R
an : oo
g rawdnirdntan Investigast
pangan)
15. | Kepala Di laporkan kepad v 120
. epala Dinas melaporkan kepada i
DE\F/)van Ketahanan Bangan P Menit
mengenal hasil Investlgasi SKPG. | | Dok .
D Dol el Ko e SKPG s It
! I 3 ioaai ntervensi
SKPG melalui Kepala Dinas _ ! Investigasi
Ketahanan Pangan dan Pertanian
melakukan Intérvens|
. ¥ 120
16. | Kepala Dinas melaporkan kepada Menit
Dewan Ketahanan Pangan hasil Hasil Intervensi Laporan

intervens| Kecamatan ¥ang
terIndlkasl rawan / rentan pangan
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NAMA SOP : SOP ANALISIS KETERSEDIAAN

PANGAN NERACA BAHAN MAKANAN
(NBM)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

=

Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan;

2. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas
dilingkungan Pemerintah Daerah

3. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah

Kabupaten Natuna

1.
2.

3.

4.

Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana;

Memahami tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten
Natuna;

Memahami tugas dan fungsi mekanisme pembuatan Neraca Bahan Makanan
(NBM);

Menguasai mengoperasikan computer.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Lembaran Kerja/Data
2. Komputer/Print/Kertas
Petunjuk Penyusunan NBM
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila penyusunan Neraca Bahan Pangan (NBM) tidak tepat waktu
maka akan mengalami keterlambatan dalam pengambilan kebijakan
pangan kedepan.

Disimpan sebagai dokumen Analisis Ketersediaan Pangan Neraca Bahan Pangan

(NBM)




SOP ANALISIS KETERSEDIAAN PANGAN NERACA BAHAN MAKANAN (NBM)

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan JFU Keterangan
° Ke_pala K_epala JFT Analis KB Waktu Output ’
Dinas | Bidang Pangan an

1. | Kepala Dinas memerintahkan Disposisi 15 Menit Kesediaan | Disposisi
Kepala Bidang untuk Kepala Dinas
menyusun  Analisls  Ketersediaan C)

Pangan/ Neraca Bahan Makanan
(NBM) ;

2. | Kepala Bidang menugaskan JFT Disposisi 30 Menit Kesediaan | Disposisi
untukmengkonsep  dan "—l Kepala Bidang
mengumpulkan  data |__|
yangdlperlukan untuk penyusunan
NBM;

3. | JFT menugaskan staf (JFU v Disposisi 240 Menit | Kesediaan | Disposisi
AnalisPangan) untuk |::| Kepala Seksi
mengumpulkan data yang
diperlukan untuk penyusunan
NBM;

4. | Staf (JFU analis pangan) v Berkas/ 600 Menit | Data
mengumpulkan  datauntuk [ ] |laporan
penyusunan NBM,;

5. | Staf (JFU analis pangan) v Data 900 Menit | Data
mengolah data NBM; g | Olahan

6. | JFT memeriksa data olahan, Data 300 Menit | Data
Jika belumbenar  dikembalikan <\4 Olahan Olahan
kepada  staf (JFU analis pangan) e yang sudah
untuk dlperbaiki; benar

7. | JFT menyusun dan menganalisls v Data 900 Menit | Konsep
draf/konsep NBM dan | | Olahan NBM yang
menyerahkan kepada Kepala yang sudah telah di
Bidang; benar paraf Kasi




8. | Kepala Bidang memeriksa Konsep 600 Menit | Konsep
draft/konsep NBM, Jlkabelum NBM yang NBM yang
benar dikembalikan kepada JFT v sudah sudah di
untuk diperbaiki, jika sudah benar paraf
dilakukan rapat Kabid
teknis NBM. Ij:l

9. | Bila Tim ada masukan perbaikan, Konsep 600 Menit | NBM yang
Kepala Bidang memerintahkan i NBM yang terekomen
JFT untuk perbaikanhasil analisls A sudah dasi
NBM sesuai rapat tim. Bila tidak E:l diparaf
ada, Kabid
Kepala bidang merekomendasikan
hasil analislsNBM dan
membubuhkan paraf ;

10. | Kepala bidang melaporkan hasil A 4 NBM yang | 120 Menit | NBM yang
penyusunan NBM kepada Kepala terekomend disetujui
Dinas; asi Kadis

11. | Kepala Dinas menandatangani v NBM yang | 15 Menit Dokumen
analisisNBM; E:l disetujui NBM

Kadis

12. | Kepala Dinas melaporkan h 4 Dokumen 120 Menit | Dokumen

dokumen NBM kepada Dewan ( ) NBM NBM

Ketahanan Pangan.




PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
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NAMA SOP : PENYALURAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH (CPP) VERSI BOTTOM
UP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

=

Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan;

2. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas
dilingkungan Pemerintah Daerah;

PP Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pangan dan Gizi;

4. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah
Kabupaten Natuna

w

=

Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana;

2. Memahami tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten
Natuna;

Memahami tugas dan fungsi mekanisme penyaluran CPP versi Bottom Up;
Menguasai pengoperasian computer.

Hw

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Lembaran Kerja/Data

2. Komputer/Print/Kertas

3. Pedoman Umum/Petunjuk Teknis penyaluran CPP versi Bottom Up.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila Penyaluran CPP tidak tepat waktu maka akan mengalami
keterlambatan penanganan kerawanan pangan.

Disimpan sebagai dokumen Penyaluran CPP




SOP: PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH (CPP) VERSI BOTTOM UP

Pelaksana Mutu Baku
; ; Keterang
No. Kegiatan : Tim Kepala | Kepala JFU Kelengkap an
Bupati Camat Tglglys Dinas Bidang JFT P/_\a%lzlish an Waktu Output

1. | Camat mengusulkan kepada Laporan 15 | Kesediaan Laporan
Bupati dengan surat menit
P:ermohonan penyaluran beras

PP ke lokasi.
—

2. | Bupati/Sekretaris Daerah Disposisi 30 . Kesediaan Perintah
memerintahkan ke Dinas . menit
Ketahanan Pangan dan Pertanian
untuk penyaluran beras CPP.

3. | Kepala Dinas memerintahkan I Disposisi 30 . Kesediaan Dispaosisi
Kepala Bidang bersama Tim . . menit Kepala
Pokja CPP melakukan investigasi Dinas
dan’identifikas) lokasi bencana
sesual dengan laporan Camat. _|

4. | Kepala Bidang melaksanakan Berkas 300 . Data
investigasi dan identifikasi /laporan menit
dengan berkoordinasi ke Camat.

5. | Kepala Bidang melaporkan ke Data 30 . Data laporan
Kepala Dinas tentang hasil A 4 menit
verifikasi data dan informasi
Lumlah rumah tangga penerima

antuan CPP.
—

6. | Kepala Dinas melaporkan hasil Data 300 . Data laporan
verifikasi Tim teknis CPP ke laporan menit | yang akan di
Bupati untuk meminta intervensi
persetujuan penyaluran CPP.

7. | Bupati/Sekda memerintahkan [ Data 30 . Kesediaan
Kepala Dinas Penyaluran CPP. Laporalg menit | Intervensi

ang akan
- %j/iin ervensi

8. | Kepala Dinas memerintahkan Data 30 . Kesediaan
Kepala Bldang untuk memproses Laporan menit | Intervensi
penyaluran CPP. %j/a_n akan

] _ — iintervensi _

9. Ke{gala Bidang memerintahkan A Data 30 . Kesediaan
JFT untuk perl%lapan berkas Laporan menit | Intervensi
penyaluran CPP. yang akan

] diintervensi

10. | JFT melaksanakan berkas Data 300 . Kelengkapa
penyaluran CPP ke BPKPAD dan Laporan menit | n intervensi
pengurus barang. %j/ﬂrr]] e?bgﬁsi

|

11. | Tim Teknis CPP melaksanakan Data 300 . Intervensi

enyaluran beras CPP ke korban Laporalp menit | terlaksana
encana. ang akan
%j/iin ervensi




12. | Kepala Bidang melaporkan hasil Data 30 . Laporan Laporan
penyluran ke Kepala Dinas. Laporan menit
yang akan
diintervensi
13. Kepala Dinas melaporkan secara Data 30 . Laporan Laporan
tertulis hasil penyaluran beras Laporan menit
CPP ke Bupati/Sekda. yang akan
diintervensi
14. | Bupati/Sekda menerima laporan. Laporan 30 . Laparan
menit | diterima




NOMOR SOP . 035/SOP/DKPP/11/12022

TGL.PEMBUATAN ' 14 Februari 2022

TGL REVISI

TGL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NAMA SOP . PENYALURAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH (CPP) VERSI TOP DOWN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan; 1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana;
2. PP Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pangan Gizi; 2. Memahami tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten
3. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Natuna;
dilingkungan Pemerintah Daerah; 3. Memahami tugas dan fungsi mekanisme penyaluran CPP versi Top Down;
4. Menguasai pengoperasian computer.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Lembaran Kerja/Data
2. Komputer/Print/Kertas
3. Pedoman Umum/Petunjuk Teknis penyaluran CPP versi Top Down.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila Penyaluran CPP tidak tepat waktu maka akan mengalami

keterlambatan penanganan kerawanan pangan. Disimpan sebagai dokumen Penyaluran CPP




SOP PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH (CPP) VERSI TOP DOWN

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Tim Ket
) ; Kepala epala Kelengka eterangan
Bupati | Camat TSISI]-’IS Dibal & ang | JFT par%] Waktu Output
1. [ Ke ala anas me e”ntiirkkﬁ? Disposisi 30 . Kesediaan Perintah
K(\aﬁaaBl anr% u&'utu melakukan menit
én est}%aéléta aﬁ korban . ;)
encar rdasarkan informasi
art Tim Teknis.
2. | Kepala Blij(ang memerintahkan Disposisi 30 . Kesediaan Perintah
KeEglaSe S| ntulj menit
me s;gerswlpkan pelaksanaan %
investigasl.
3. [ JFT melékukan koordlnfaﬁé Berkas/ 30 . Easn_ .
engan Camat untuk pelaksanaan Laporan menit oordinasi
Investigasl.
4. 1 JFT bersama Kepala Bida . Berkas/ 300, Data
[pela uka ﬁe ?zﬁan mvespl%asn Elvzl Laporan menit
e lokasl bencana.
5. epala Seksi merekapitulasi data Data 30 . Data laporan
!%sﬁﬂnvestlsga@. P F menit P
—
6. | Kepala Bidan melellg%kan hasil ata 30 . Data Igpora
investigasl ke Kepa inas. aporan menit }/r%p talggr;i I
—
7. epala Dinas melaporkan k ] ata 30 . ata .
guBat?terHaéap %agl? |nvest(|ega5|. E't| gﬁo%%n menit Pnterven5|
éjlng/estlga
8. | Bu aF/Sekda memerintahkan Data . 30 . Kesediaan
KerEa DIH%S me 8l§$kan Intervensi menit Intervensi
penyaluran beras . l:Fl
9. Kepala Dinas memerintahkan = Data 30 Kesediaan Perintah
Kepala E:l Intervensi | menit intervensi
Bidang untuk melaksanakan
penyaluran beras CPP.
10. Kepala Bidang berkoordinasi Data 300 Kelengkapan | Perintah
dengan Tim Teknis CPP dan Intervensi | menit intervensi
Bulog.




11.

Kepala Bidang memerintahkan Data 300 Kelengkapan
JFT untuk mempersiapkan l:l Intervensi menit intervensi
adminidtrasi penyaluran.

127 JFT melaksanakan pemberkasan Data 30 Kelengkapan
penyaluran beras CPP ke E:l Intervensi | menit intervensi
BPKPD dan pengurus.

I3. | Tim Teknis CPP melaksanakan Data 30 Intervensi
penyaluran beras CPP ke korban Intervensi | menit terlaksana
bencana.

14. Kepala Bidang melaporkan hasil |—:| Hasil 30 Laporan
penyaluran ke Kepala Dinas LY intervensi | menit

15 Kepala Dinas melaporkan hasil Hasil 30 Laporan
penyaluran ke Bupati/Sekda. intervensi menit

16. Bupati/Sekda menerima laporan. Laporan 30 Laporan

menit diterima




PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NOMOR SOP

. 036/SOP/DKPP/11/2022

TGL.PEMBUATAN

. 14 Februari 2022

TGL REVISI

TGL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

. 14 Februari 2022

e .
ey
N

d

NAMA SOP

PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN
MASYARAKAT

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan;

2. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas
dilingkungan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah
Kabupaten Natuna

1.  Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana;
2. Memahami tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kabupaten Natuna;

3. Memahami tugas dan fungsi mekanisme Pembangunan Lumbung Pangan

4. Menguasai
&Struktur Bangunan.

Pemahaman dokumen pembangunan

lumbung pangan

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Lembaran Kerja/Data

2. Komputer/Print/Kertas
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai dokumen pembangunan lumbung pangan




SOP PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala | Kepala Keterangan
Dinas Bidang JFT JFU Kelengkapan | Waktu Output
1. | Kepala Dinas memerintahkan Surat 10 disposisi
Kepala Bidang untuk membuat C) permintaan Menit
juklak, juknis, menyusun rencana dan pelaksanaan
melaksanakan kegiatan Pembinaan kegiatan
Lumbung Pangan dan menyusun
laporan akhir kegiatan Pembinaan
Lumbung Pangan
2. | Kepala Bidang menugaskan JFT Surat 10 Disposisi
untuk membuat juklak, juknis, "—l permintaan Menit dan Surat
menyusun rencana dan melaksanakan |__| pelaksanaan permintaan
kegiatan Pembinaan Lumbung kegiatan pelaksanaan
Pangan meliputi identifikasi dan kegiatan
pencatatan potensi luas lahan,
produksi, tanaman pangan, jumlah
lumbung pangan masyarakat dan
kapasitasnya di setiap kecamatan
3. !(epa_lla seksi me_mbuat juklak, v Draft 60 _ Draft
juknisdan memerintahkan JFU untuk Ej pelaksanaan Menit pelaksanaan
menyusun draft kegiatan Pembinaan kegiatan kegiatan
Lumbung Pangan dan
mempersiapkan data untuk
penyusunan laporan akhir kegiatan
meliputi identifikasi dan pencatatan
potensi luas lahan, produksi, tanaman
pangan, jumlah lumbung pangan
masyarakat dan kapasitasnya di setiap
kecamatan
4. | JFT memeriksa draft kegiatan Draft 120 Draft
pembinaan Lumbung Pangan dan pelaksanaan Menit pelaksanaan
Laporan Akhir kegiatan Pembinaan kegiatan kegiatan
Lumbung Pangan serta menyiapkan
juklak, juknis untuk diperiksa oleh
Kepala Bidang




JFU mengetik draft laporan akhir Draft 210 Draft
kegiatan pembinaan lumbung pangan _l_‘ pelaksanaan menit pelaksanaan
menyampaikan hasilnya kepada JFT » kegiatan kegiatan
Ketersediaan Pangan

Kepala Bidang memeriksa juklak, Draft 20 Draft yang
juknis dan laporan akhir kegiatan N pelaksanaan Menit sudah benar
Pembinaan Lumbung Pangan yang e kegiatan

akan diserahkan kepada Kepala Dinas

Kepala Dinas menyetujui Data Olahan 10 draft telah di
/menandatangani juklak, juknis dan ( ) yang sudah Menit paraf Kadis
laporan akhir kegiatan Pembinaan benar

Lumbung Pangan.




PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NOMOR SOP

. 037/SOP/DKPP/II/2022

TGL.PEMBUATAN

. 14 Februari 2022

TGL REVISI

TGL EFEKTIF

. 14 Februagi 2022

DISAHKA OLEH

,

Y
',4—.., NG SIHVSE. M.Si

P—#970§124 199703 2 001

NAMA SOP

PEMBINAAN LUMBUNG PANGAN
MASYARAKAT

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

4. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan;
5. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas

dilingkungan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah

Kabupaten Natuna

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana;

2. Memahami tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten

Natuna;

3. Memahami konsep kegiatan pembinaan lumbung;
4. Menguasai pengoperasian computer.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Lembaran Kerja/Data

2. Komputer/Print/Kertas
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan pembinaan lumbung pangan tidak tepat waktu maka

akan berpengaruh pada ketahanan pangan.

Disimpan sebagai dokumen kegiatan pembinaan lumbung pangan




SOP : PEMBINAAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala | Kepala Keterangan
Dinas Bidang JFT JFU Kelengkapan | Waktu Output
1. | Kepala Dinas memerintahkan Surat 10 disposisi
Kepala Bidang untuk membuat C) permintaan Menit
juklak, juknis, menyusun rencana dan pelaksanaan
melaksanakan kegiatan Pembinaan kegiatan
Lumbung Pangan dan menyusun
laporan akhir kegiatan Pembinaan
Lumbung Pangan
2. | Kepala Bidang menugaskan JFT Surat 10 Disposisi
untuk membuat juklak, juknis, "—l permintaan Menit dan Surat
menyusun rencana dan melaksanakan |__| pelaksanaan permintaan
kegiatan Pembinaan Lumbung kegiatan pelaksanaan
Pangan meliputi identifikasi dan kegiatan
pencatatan potensi luas lahan,
produksi, tanaman pangan, jumlah
lumbung pangan masyarakat dan
kapasitasnya di setiap kecamatan
3. !(epa_lla seksi me_mbuat juklak, v Draft 60 _ Draft
juknisdan memerintahkan JFU untuk Ej pelaksanaan Menit pelaksanaan
menyusun draft kegiatan Pembinaan kegiatan kegiatan
Lumbung Pangan dan
mempersiapkan data untuk
penyusunan laporan akhir kegiatan
meliputi identifikasi dan pencatatan
potensi luas lahan, produksi, tanaman
pangan, jumlah lumbung pangan
masyarakat dan kapasitasnya di setiap
kecamatan
4. | JFT memeriksa draft kegiatan Draft 120 Draft
pembinaan Lumbung Pangan dan pelaksanaan Menit pelaksanaan
Laporan Akhir kegiatan Pembinaan kegiatan kegiatan
Lumbung Pangan serta menyiapkan
juklak, juknis untuk diperiksa oleh
Kepala Bidang




JFU mengetik draft laporan akhir Draft 210 Draft
kegiatan pembinaan lumbung pangan _l_‘ pelaksanaan menit pelaksanaan
menyampaikan hasilnya kepada JFT » kegiatan kegiatan
Ketersediaan Pangan

Kepala Bidang memeriksa juklak, Draft 20 Draft yang
juknis dan laporan akhir kegiatan N pelaksanaan Menit sudah benar
Pembinaan Lumbung Pangan yang e kegiatan

akan diserahkan kepada Kepala Dinas

Kepala Dinas menyetujui Data Olahan 10 draft telah di
/menandatangani juklak, juknis dan ( ) yang sudah Menit paraf Kadis
laporan akhir kegiatan Pembinaan benar

Lumbung Pangan.




PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NOMOR SOP

. 038/SOP/DKPP/II/2022

TGL.PEMBUATAN

. 14 Februari 2022

TGL REVISI

TGL EFEKTIF

. 14 Februagi 2022

DISAHKAN OLEH

.

Y
',4—.., NG SIHVSE. M.Si

P—#970§124 199703 2 001

NAMA SOP

PELAKSANAAN CPCL PEKARANGAN
PANGAN LESTARI (P2L)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan;

2. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas
dilingkungan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah
Kabupaten Natuna

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana;
2. Memahami tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten

Natuna;

3. Memahami tugas dan fungsi mekanisme pelaksanaan CPCL PEKARANGAN

PANGAN LESTARI (P2L)

4. Menguasai pengoperasian computer.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Lembaran Kerja/Data

2. Komputer/Print/Kertas
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pelaksanaan CPCL tidak tepat waktu maka akan mengalami
keterlambatan pelaksanaan PEKARANGAN PANGAN LESTARI
(P2L)

Disimpan sebagai dokumen pelaksanaan CPCL PEKARANGAN PANGAN

LESTARI (P2L)




SOP : PELAKSANAAN CPCL PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L)
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
Igzigglsa Camat nggal‘a Staf JFU Ele aﬂg JFT Kelengkapan Waktu Output
Menyurati pihak kecamatan tentang Pedum
pelaksanaan kegiatan PEKARANGAN | ( ) PEKARANGAN .
' | PANGAN LESTARI (P2L) PANGAN 15 menit | Surat Keluar
LESTARI (P2L)
Menmilih calon desa penerima manfaat
kegiatan PEKARANGAN PANGAN
LESTARI (P2L), selanjutnya menyurati
2 desa untuk membentuk kelompok Surat Masuk 15 menit Disposisi
wanita sebagai calon penerima manfaat
Kegiatan PEKARANGAN PANGAN
LESTARI (P2L)
Membentuk kelompok dan
3 menyampaikan ke Dinas Ketahanan Disposisi 15 menit Surat Masuk
Pangan dan Pertanian
Mengagendakan ke dalam surat |—"
4 masuk, kemudian diserahkan ke kepala |__| Surat Masuk 15 menit Disposisi
dinas untuk didisposisi
Menyerahkan ke staf TU untuk Y
5 didistribusikan ke bidang Ketahanan Disposisi 15 menit Disposisi
Pangan
]
v
Menyampaikan usulan kelompok ke s . Surat Masuk
6 Kabid bidang : Disposisi 15 menit Bidang
1. surat masuk
A surat masuk berupa berkas
Menugaskan JFT untuk melakukan I:LI
verifikasi terhadap calon kelompok kk;?c:ump;otk)%glacfn ke&m)ﬁ?k
7 E?En}? ;\'g :Nnglglf\lag/\kﬁgim_EST AR Penerima 15 menit Penerima
(P2L) yang telah diusulkan dari desa PEmﬁg’iﬁAN PEmE’g’XﬁAN
yang telah ditujuk oleh kecamatan LESTARI (P2L) LESTARI (P2L)
2. Disposisi
A 4 1. surat masuk
Melakukan verifikasi dan seleksi *<> kt;fg“mpaoﬁeé:‘?jn clombok van
terhadap usulan kelompok yang Peﬁerima sS dahy 9
8 diajukan dan apabila telah memenuhi PEKARANGAN 5 Hari diverifikasi dan
syarat di ajukan ke kepala bidang untuk PANGAN di seleksi
di paraf. LESTARI (P2L)
2. Disposisi




Mengajukan ke kepala dinas untuk di

kelompok yang

o | an s ot pren oS | e | e
manfaat PEKARANGAN PANGAN . f . ;
dan di seleksi di seleksi
LESTARI (P2L) ;
sudah di paraf
Kelompok
kelompok yang PEKARANGAN
10 Menyerahkan SK kelompok yang sudah sudah diverifikasi 1 Jam PANGAN
ditanda tangani dan di seleksi LESTARI (P2L)
sudah di paraf sudah

ditetapkan




NOMOR SOP . 039/SOP/DKPP/II/2022

TGL.PEMBUATAN . 14 Februari 2022

TGL REVISI

TGL EFEKTIF : 14 Februari 2022
il

DISAHKAN OLEH

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

INAS KETAHA ‘@i‘e

DA PERTANY

D107

NAMA SOP . PENYUSUNAN RKKA KELOMPOK CPCL
PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L)
APBN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan; 1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana;
2. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas |2. Memahami tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten
dilingkungan Pemerintah Daerah; Natuna;

3. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan |3. Memahami tugas dan fungsi mekanisme penyusunan RKKA Kelompok CPCL

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah APBN
Kabupaten Natuna 4. Menguasai pengoperasian computer.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Lembaran Kerja/Data
2. Komputer/Print/Kertas

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Disimpan sebagai dokumen penyusunan RKKA Kelompok CPCL APBN




SOP PENYUSUNAN RKKA KELOMPOK CPCL PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L) APBN

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
Igzigglsa Camat nggal‘a Staf JFU Ele aﬂg JFT Kelengkapan Waktu Output
Menyurati pihak kecamatan tentang (: Pedum
pelaksanaan kegiatan Pekarangan PEKARANGAN .
| Pangan Lestari (P2L) PANGAN LESTAR| | 'omenit | SuratKeluar
(P2L)
Menmilih calon desa penerima manfaat
kegiatan Pekarangan Pangan Lestari LI
(P2L), selanjutnya menyurati desa
2 untuk membentuk kelompok wanita Surat Masuk 15 menit Disposisi
sebagai calon penerima manfaat
Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari
(P2L)
Membentuk kelompok dan
3 menyampaikan ke Dinas Ketahanan | Il Disposisi 15 menit Surat Masuk
Pangan dan Pertanian
Mengagendakan ke dalam surat |—"
4 masuk, kemudian diserahkan ke kepala |__| Surat Masuk 15 menit Disposisi
dinas untuk didisposisi
Menyerahkan ke staf TU untuk Y
5 didistribusikan ke bidang Ketahanan Disposisi 15 menit Disposisi
Pangan
]
v
Menyampaikan usulan kelompok ke N . Surat Masuk
6 Kabid bidang Ketahanan Pangan : Disposisi 15 menit Bidang
1. surat masuk
Menugaskan JFT untuk melakukan surat masuk berupa berupa berkas
O kelompok
verifikasi terhadap calon kelompok berkas kelompok Calon
7 penerima manfaat kegiatan : Calon Penerima 15 menit Penerima
PEKARANGAN PANGAN LESTARI PEKARANGAN PEKARANGAN
(P2L) yang telah diusulkan dari desa PANGAN LESTARI PANGAN
yang telah ditujuk oleh kecamatan (P2L) LESTARI (P2L)
2. Disposisi
1. surat masuk
Melakukan verifikasi dan seleksi berupa berkas kelomook van
terhadap usulan kelompok yang Y. kelompok Calon SS dahy 9
8 | diajukan dan apabila telah memenuhi _<> Penerima 5 Hari diverifikasi dan
syarat di ajukan ke kepala bidang untuk Pekarangan Pangan di seleksi
di paraf. Lestari (P2L)
2. Disposisi




Mengajukan ke kepala dinas untuk di

kelompok yang

g | tetapkan sebagalkelompo: penerima sucan dventio | 1dam | cvntiasida
manfaat PEKARANGAN PANGAN " i X .
dan di seleksi di seleksi
LESTARI (P2L) ;
sudah di paraf
Kelompok Perintah
10 kelompok yang PEKARANGAN
Menyerahkan SK kelompok yang sudah sudah diverifikasi 1 Jam PANGAN
ditanda tangani dan di seleksi sudah LESTARI (P2L)
di paraf sudah

ditetapkan




PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NOMOR SOP

. 040/SOP/DKPP/I11/2022

TGL.PEMBUATAN

. 14 Februari 2022

TGL REVISI
TGL EFEKTIF . 14 Februari 2022
m _
DISAHKAN OLEH Q.pél Retahanan Pangan dan Pertanian
< ten Natypa
£ A
4 fonas KETANNPAYEN)
DAN PERTA
ES
4 A T INGSIM, SE., M.Si

7Q0124 199703 2 001

NAMA SOP

PENERBITAN REGISTRASI PANGAN SEGAR
ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM
NEGERI USAHA KECIL (PSAT PDUK)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan
Pangan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;

4.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan BeUsaha berbasis Resiko;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan
dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.

1. Praktisi Perguruan Tinggi

2. Sarjana Teknologi pangan, Pertanian (S1)
3. D.IV Teknologi Pangan, Pertanian

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer
3. Alat tulis

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN




Pelaksana Mutu Baku
Staf Sub Sub Koordina | Ketua
No. Kegiatan Koordina | Koordin tor OKKP Kelengkap | Wakt Ket
Pemohon tor ator Pengawas D an U Output
Administ | Administ an (Kepala
rasi rasi (Kabid) dinas)
Pemohon (Pelaku Usaha) Berkas
1. | mengajukan permohonan kepada Permohon 10 Dokumen
OKKPD  kab/Kota  melalui | ( ) an Menit Permohonan
Bidang Ketahanan Pangan DKPP
Menerima dan mencatat il
2. | permohonan Berkas Permohonan : ATK v e3nit Dokurmen persyaratan
Melaksanakan Verifikasi v Berkas Dokumen yang sudah
3. | kelengkapan Dokumen : Pern;r?hon 1 Jam diverifikasi
Melakukan review bersama Tim
4. | dan Ketua OKKPD terhadap hasil X Berkas Dokumen yang sudah
verifikasi dokumen untuk <>- F== Permohon | 4 Jam dlver_|f|k§5| dan
disetujui atau ditolak : an direview
1
Mencetak Rekomendasi |
5. | Penerbitan Nomor Registrasi dan I T
Sertifikat ~ Registrasi ~ PSAT y : Kompuer 5 Notifikasi ngﬁ men
PDUK (disetujui)  dan rTT 'Ej ! dan ATK | Menit yang sudan
. I I diverifikasi
mengembalikan berkas kepada I I
Pemohon (ditolak) ! :
Menandatangani  Rekomendasi ! | Berkas
6. | Penerbitan Nomor Registrasi dan I v Surat 10 Surat Rekomendasi
Sertifikat ~ Registrasi ~ PSAT | |:| Rekomend Menit dan Sertifikat yang
PDUK ! asi dan sudah ditandatangani
i Sertifikat
Menandatangani  SK  Peserta : Berkas 1.Surat Rekomendasi
7. | Lomba kemudian menyerahkan v¢ Surat dan Sertifikat yang
ke PPTK vyang kemudian C} Rekomend 10 sudah ditandatangani
dijadikan dasar peserta yang akan asi dan Menit 2. berkas
mengikuti lomba. Sertifikat permohonan yang

ditolak




